NOTULEN RAPAT

PERTEMUAN TIM TEKNIS
Tempat : Hotel Mandarin, Jakarta
Tanggal : 4 Februari 2011
Waktu : 10.00-17.00 WIB

Notulen:

Pertemuan dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,

Bappenas).

Pada pembukaan pertemuan Pak Dewo mengulang kembali hasil-hasil dari lokakarya di Bandung
tanggal 14 Januari 2011.

Pak Adik menjelaskan tentang draf ke-2, yang dibuat berdasarkan rekomendasi dari pertemuan di
Bandung. Pada prinsipnya sudah disepakati untuk menyusun 2 dokumen output: yaitu Background
Paper sebagai output dari Basic Study yang didanai oleh JICA dan Grand Design sebagai output
dari Pemerintah. Pada prinsipnya Beliau menyusun background paper berdasarkan masukan dan
saran dari Tim Teknis khususnya dari Pak Otto dan Bu Siliwati dari Bappenas. Namun, karena ada
perbedaan dalam penulisan background paper dan Grand Design, maka visi dan misi yang telah
disepakati di Bandung tidak dimasukkan ke dalam Background Paper tetapi nantinya dimasukkan
ke dalam Grand Design. Dokumen ini lebih difokuskan pada kerjasama teknik daripada kerjasama

ekonomi. Dan difokuskan hanya pada penyiapan Background Paper.

Pak Thalib dari KADIN menyatakan bahwa pada prinsipnya kerjasama ekonomi merupakan hal
yang sangat penting dalam dekade ini, dapat dilaksanakan dalam bentuk G2G atau B2B. Hal ini
juga diperkuat dengan posisi Indonesia dalam G-20, yang mensyaratkan agar Indonesia harus

bertindak dan berfikir secara global.

Bu Theodora dari BKKBN merekomendasikan untuk memasukkan visi dan misi yang telah
disepakati di Bandung pada Background Paper. Background Paper harus dibuat lebih lengkap untuk
dapat memperkuat dalam penyusunan Grand Design. Prioritas seperti yang disebutkan dalam
halaman 20 Draf ke-2, harus dengan jelas menjelaskan output yang akan dicapai oleh tiap program.
Dan juga penting untuk menjelaskan tentang dasar hukum dan mekanisme koordinasi dalam

kerangka kelembagaan.

Pak Darianto dari Direktorat Teknis Kemenlu menghendaki agar Grand Design merupakan
metamorphosis dari Background Paper. Karenanya harus lebih komprehensif agar nantinya bisa
dipergunakan oleh Tim Teknis sebagai acuan dalam tahap pelaksanaan. Terkait dengan PPP,
Kemenlu telah mulai menugaskan stafnya untuk menangani proyek-proyek PPP agar bisa
diselaraskan dengan kebutuhan untuk lebih fokus pada konsep kemitraan, memperluas jaringan
dengan Lembaga Non Pemerintah atau swasta. Terkait dengan Kerjasama Teknik, setuju dengan
Pak Adik bahwa Kerjasama Teknik harus diikuti oleh Kerjasama Ekonomi. Karena kerangka
berfikirnya orang miskin tidak akan mudah untuk bekerjasama. Kemudian, untuk bisa bekerjasama
dengan orang msikin, maka kerjasama teknik harus dikedepankan. Untuk itu, saat ini Kemenlu
bersama-sama Setneg dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum membantu Timor

Leste dalam membangun jalan di daerah perbatasan yang bertujuan untuk mempercepat
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perpindahan barang dari Indonesia yang dapat berdampak pada perekonomian Indonesia terutama
bagi Propinsi NTB. Dan terkait dengan pembentukan “National Focal Point”, Kemenlu berencana
mengundang Pak Adik untuk mendiskusikan mengenai hal tersebut. Dikaitkan juga dengan “East

Looking Policy” untuk merangkul negara-negara kecil di timur.

Sehubungan dengan identifikasi program-program unggulan, ada banyak potensi, tetapi perlu untuk
menetapkan kriteria program unggulan terlebih dahulu, misalnya: berdasarkan program yang sering
dimintakan (intensitas), kaitannya dengan isu-isu MDG, kebutuhan negara penerima, siapa
kompetitornya dan keuntungannya bagi Indonesia dibandingkan dengan negara lain atau apakah
program-program yang sudah dilaksanakan tersebut mendapat apresiasi dari negara-negara

berkembang, dan sebagainya.

Pak Thalib dari KADIN menginformasikan bahwa saat ini peran Indonesia telah berubah,
karenanya visi dan misi KSS juga harus berubah diselaraskan dengan perubahan peran tersebut.
Saat ini negara-negara miskin lebih menginginkan kerjasama ekonomi daripada kerjasama teknik.
Indonesia harus lebih jauh berfikir tentang kelembagaan yang bertujuan untuk membangun saling
pengertian dan saling menguntungkan, yang diarahkan pada kerjasama teknik dan kerjasama
ekonomi, meningkatkan kemampuan dan sebagainya. Dengan ikut berpartisipasi pada forum-forum
internasional, penguatan regulasi bea cukai di kawasan, karantina serta dialog investasi
perdagangan dapat dilakukan untuk mendorong KENB serta untuk memperkuat kerjasama.
Pembelajaran dari KTNB sebelumnya, bahwa banyak negara-negara Asia dan Afrika yang sekarang
lebih maju dari Indonesia di beberapa sektor, karena Indonesia membuka semua informasi selama
melaksanakan KTNB tersebut. Ada banyak permintaan dari negara-negara Afrika yang ingin
mengetahui lebih detil mengenai cara membangun pabrik karet, solar plant dan Teknologi
Informasi. Misalnya Afrika Selatan ingin membeli radiasi matahari dari Indonesia untuk
menanggulangi kekurangan suplai listrik mereka. Sebagai kompetitor, Cina dan India lebih maju
dan secara agresif memasuki negara-negara Afrika. Dan khusus mengenai micro finance, hadiah
Nobel yang diberikan untuk sistem perbankan Syariah dimodifikasi dari sistem pembiayaan syariah

Indonesia.

Iwan dari Kemendiknas menanyakan apakah dasar hukum PPP untuk memperkuat keterlibatan
swasta sudah ada atau belum? Dan perlu juga diperkuat bagaiman hubungan antara kerjasama

triangular dengan mekanisme pencatatan hibah.

Bu Agustin (Bappenas) menginformasikan bahwa ada dua periode dalam aid effectiveness: yaitu
sebelum dan sesudah Deklarasi Paris tahun 2005, yang dinasionalisasikan menjadi which
Komitmen Jakarta pada tahun 2009. Ada juga forum di Bangkok, tetapi tidak dikhususkan untuk
kerjasama teknik atau kerjasama ekonomi, tetapi untuk aid effectiveness. KSS menjadi intensif
sejak tertulis dalam road map. Ada banyak hal yang bisa dipergunakan sebagai referensi sebelum
Komitmen Jakarta, misalnya adanya Trust Fund akan memberikan manfaat bagi Indonesia, prinsip-
prinsip kemitraan dan ownership terutama sejak Indonesia menjadi middle income country, berubah
dari negara penerima menjadi negara pemberi. Bagaimana kerjasama teknik bisa diubah menjadi
kerjasama pembangunan atau mungkin dari kerjasama ekonomi menjadi kerjasama pembangunan,
dalam mencapai visi “Kemitraan yang lebih Baik untuk Kesejahteraan”. Penting juga dicatat bahwa

tidak semua teknologi dari Indonesia bisa dibagikan ke negara-negara penerima.
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Pak Tholib menginformasikan bahwa berbagi pengetahuan (knowledge sharing) merupakan nilai
penting. Tetapi bahkan negara maju pun tidak membagikan semua ilmunya ke negara-negara
berkembang. Dalam G-20, knowledge sharing merupakan salah satu pilar, yang dilaksanakan
melalui kerjasama pembangunan. Perlu juga dibahas mengenai kebutuhan akan knowledge sharing
dalam KSS. Terkait dengan kelembagaan, lebih baik memimpikan hal-hal yang besar dulu. Jika
akan ada suatu National Focal Point, harus dikaitkan dengan Lembaga Internasional. Akan sulit
untuk membahas tentang kerjasama jika tidak ada hubungan yang mendasari dan inisiatifnya. Perlu
untuk membuat suatu inisiatif dibawah kepimpinan Indonesia. Dan akan ada Council of Minister
(COM) di tingkat International, serta Senior Official Committee (CSO) di tingkat nasional untuk
memfasilitasi sektor swasta.

Pak Dewo menginformasikan bahwa saat ini Indonesia berperan sebagai Pimpinan di ASEAN,
Wakil Ketua Satgas KSS (TT-SSC), anggota G-20, dan sebagainya. Karenanya, manajemen di
tingkat nasional diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan.

Pak Adik menjelaskan bahwa semua input akan diakomodasi dalam Background Paper. Namun,
perlu adanya suatu komitmen mengenai fokus kerjasama apakah pada kerjasama teknik atau
kerjasama ekonomi, atau keduanya? Dan terkait dengan program unggulan, apa yang akan menjadi

program unggulan kerjasama teknik?

Saran dari Pak Dewo:

- Diharapkan agar semua saran dan rekomendasi diakomodasikan dalam Background Paper.
- Jika ada pengulangan dalam background paper, harus dibuang.

- Terkait dengan kondisi strategis, kajian mengenai GDP, nilai ekspor serta kajian dari Standard
Charter dan ADB harus dimasukkan, terutama yang menyatakan bahwa Indonesia akan
menjadi negara dengan kekuatan ekonomi no. 5 di dunia pada tahun 2030 atau 2050. Kemudian,

harus dijelaskan juga tentang perdagangan ke negara-negara selatan yang juga mengkontribusi
GDP global.

- Terkait dengan isu global, harus dimasukkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan KSS dan
peran Indonesia khususnya dalam G-20, dan juga mengenai knowledge sharing dalam KSS,
diparalelkan juga dengan kerjasama dengan Australia mengenai proteksi sosial, sebagai Ketua
ASEAN dan peran organisasi multilateral seperti ADB, World Bank dalam kerjasama global.

RPJMN dan kebijakan luar negeri Indonesia bisa dipakai sebagai acuan.

- Visi dan misi harus dimasukkan ke dalam Grand Design dan Cetak Biru. Kebutuhan untuk
mengembangkan jejaring seperti yang dijelaskan oleh Pak Thalib akan menjadi faktor

pendukung dalam pembentukan National Focal Point.
- Cetak Biru harus singkat, jelas dan langsung ke point yang diharapkan.

- Untuk program unggulan perlu informasi dari Kementerian/Lembaga terkait, dan kriterianya
harus ditetapkan. Perlu penjelasan lebih detil mengenai kerjasama ekonomi, yang sesuai dengan
arahan Tim Pengarah, bagaimana Kerjasama Teknik dapat menjadi pendorong Kerjasama
Ekonomi atau bagaimana keduanya dapat dilakukan secara paralel untuk mendapatkan manfaat

yang optimal dari KSS.
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- Untuk monitoring dan evaluasi, kerangka kebijakannya harus lebih detil dijelaskan.
- Secara umum harus mengacu pada hasil pertemuan di Bandung.

Pak Adik kemudian menjelaskan bahwa input dan rekomendasi Bu Siliwati dan Pak Otto telah
diakomodasi. Tentang Volunteer telah diakomodasi pada Bab IV. Saran mengenai center of
excellent sangat baik. Akses informasi telah diakomodasi dalam pengembangan database yang
termasuk dalam kontrak. Untuk monitoring dan evaluasi, kriterianya perlu dirancang. Rekomendasi
untuk memasukkan analisa balance score card sulit dilaksanakan karena membutuhkan tenaga ahli.
Triple helix jika diperlukan akan dimasukkan lagi ke dalam Background Paper. Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) sudah diakomodasi dalam Bab V. Sumber Pembiayaan.

Bu Siliwati menjelaskan bahwa pada prinsipnya dokumen yang disusun sudah dibuat seperti yang
diharapkan, hanya perlu proses editing dan final decision untuk memasukkan atau tidak

memasukkan ide-ide yang ada . Ide tentang triple helix harus dimasukkan.

Pak Otto memberikan komentar mengenai tujuan Grand Design yang tertulis untuk mendorong
koordinasi. Apakah benar seperti itu yang diharapkan? Kalau tidak, harus diformulasikan dengan
baik.

Akhirnya Pak Dewo memutuskan bahwa draf ke-2 harus diubah berdasarkan input dari pertemuan
ini. Karena akan sulit untuk menyiapkan dua jenis dokumen sebagai output, maka Pak Dewo minta
untuk fokus pada penyelesaian Grand Design. Pertemuan selanjutnya akan mengundang Kadin,
Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kemenkeu dan Kemenlu dan akan dilaksanakan pada
tanggal 17 Feb 2011 agar bisa fokus pada pembahasan mengenai kerjasama ekonomi, pembiayaan
dan pendefinisian kawasan. Selanjutnya akan diikuti dengan pertemuan dengan Tim Pengarah pada
tanggal 21Feb 2011.

Pada sesi terakhir, Pak Mesnan sebagai System Analyst menjelaskan tentang Flowchart Sistem
Informasi seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 3.1 dan menunjukkan bahwa database akan

ditempelkan pada prototipe yang sudah dibangun oleh CEACoS.

Pak Dewo menjelaskan bahwa pada prinsipnya Sistem Informasi akan dikaitkan dengan kebijakan
pengambilan keputusan, yang diarahkan pada perencanaan yang lebih efektif di masa mendatang.
PT. Indokoei diharapkan dapat menginput data dari K/L terkait dan jika perlu akan difasilitasi
dengan surat dari Bappenas untuk mengunjungi K/L. KSS Indonesia diharapkan akan diluncurkan

pada Seminar Nasional pada akhir Maret 2011.

Fachrurozi dari Setneg menjelaskan bahwa pada prinsipnya konsep database sudah cukup
komprehensif, tetapi untuk dapat mengakomodasi kepentingan pengguna dari luar negeri, maka
Sistem Informasi harus dibuat dalam 2 bahasa: Indonesia dan Inggris. Perlu juga untuk
menambahkan pada menu “partner” untuk tidak terbatas pada 5 partner yang ada di flowchart.
Kawasan Eropa Timur juga bisa ditambahkan. Juga perlu untuk menambahkan menu of “Current
SSC Issues”.

Bu Theodora menanyakan apakah akan ada website baru dan tersendiri untuk KSS Indonesia dan
perlu untuk menambahkan versi Inggris dalam Sistem Informasi untuk mengakomodasi

kepentingan promosi ke luar negeri. Perlu juga untuk dipertimbangkan mengenai administrator dan
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untuk update informasi tersebut nantinya. Jika data tersebut tidak di perbaharui secara periodik,

maka akan kurang manfaatnya.

Pak Iwan menanyakan mengenai lapisan pengguna dan merekomendasikan untuk mengupload

report dalam format pdf.

Pak Dewo menjelaskan bahwa untuk sementara Sistem Informasi KSS Indonesia akan ditempelkan
pada website Bappenas. Jika nantinya diputuskan untuk menggunakan domain khusus maka

Bappenas akan mengaturnya.

Bu Uzaimah menjelaskan bahwa pada prinsipnya Konsultan bekerja berdasarkan prototipe yang
dirancang oleh CEACoS dan karenanya menggunakan bahasa Indonesia. Membuat 2 versi data
base berarti membuat 2 website. Karena masa studi hanya sampai dengan akhir Maret 2011, maka
akan sulit untuk menyiapkannya dalam 2 bahasa. Jika disepakati dalam bahasa Inggris, maka
beberapa kalimat yang sudah dirancang oleh CEACoS seperti judulnya “Kerjasama Selatan
Selatan”akan tetap dalam bahasa Indonesia. Dan input data dari K/L akan dilaksanakan sampai
maksimum data yang diperoleh pada akhir Maret 2011.

Pak Darianto mengoreksi bahwa ASEAN adalah nama organisasi bukan kawasan, sedangkan nama
kawasannya adalah Asia Tenggara, dan ASEAN harus dimasukkan sebagai salah satu partner
dalam KSS.

Bu Siliwati mengatakan bahwa perlu untuk mendefinisikan siapa yang akan menggunakan sistem
ini. Jika untuk perencanaan, maka output dari sistem informasi harus menjawab kebutuhan dalam
perencanaan program ke depan. Informasi yang dibutuhkan berupa nama kegiatan, waktu
pelaksanaan kegiatan, tempat dan anggaran dan tidak membutuhkan informasi yang begitu

kompleks. Tetapi jika untuk promosi, maka akan menjadi berbeda.

Pak Adik menginformasikan bahwa untuk KSS akan dipakai definisi yang digunakan oleh UN dan
perlu diketahui bahwa tugas Konsultan hanya mengembangkan website yang sudah dibangun
CEACQOS, dan untuk memperbahaui artikel mengenai current issues nantinya merupakan tugas
administrator.

Akhirnya diputuskan bahwa Konsultan hanya akan menyiapkan database dalam bahasa Inggris dan
beberapa kata yang sudah didesain oleh CEACoS akan tetap dalam bahasa Indonesia. Konsultan

juga akan membuat buku panduan untuk sistem informasi tersebut.

Bu Agustin merekomendasikan untuk menambah menu ‘“kalender tahunan atau event” untuk

menginformasikan program/aktifitas yang akan dilaksanakan oleh K/L.
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RAPAT TIM TEKNIS
TIM KOORDINASE KERJASAMA SELATAN-
SELATAN

Dlroklur F Lwar Negert PP

Jakarta, 4 Februor 201 1

05.30- 10.00 Registrasi

10.00- 10.15 Pembukaan dan Pembacaan Hasil Pertemuan
Bandung

aleh : Direktur Pendanaan Luar Negeri Muitilateral

10.15 - 10.45 Presentasi Draft kedua Grand Destgn XSS
oleh : Tim Konsultan
10.45-11.00 ‘Tanggapan umum Birektor Pendanaar LN Multilateral
1160~ 12.00 Diskusi Grand Deslgn
32.60-13.30 Istirahat, ma%an siang, sholat Jumat
13.30-15.30 Diskusl Grand Design
15.30-16.00 Presentasi Database oleh Tim Konsultan
16.60-17.00 Diskusi Database
17.00-17.15 Penutup

Grand Design dan Blue Print merupakan dokumen yang disusun dan dikeluarkan
secara resmi oleh Pemerintah - Dukungan JICA dan UNOP dalam bentuk
background paper

Dalam substansi, perlu ditambahkan arah kebljakan, strategl, prinsip-prinsip
KS$ sarta promesi dan publikasi

Prinsip yang perlu di antara lair dan aid

Kond
disebutkan

Perlu ada keterkaitan antara bagian pelitik [uar negeri dengan bagian ekanomi
danperdagangan

Penggunaan metode imiah seperti cost-benefit analysis

internal dan ek Fdalam KSS perlu secara jelas

KS$ pada Kerj; Teknik dan Kerj Ekonpmi untuk
kepentingan naslonal
Perlu dilakukan detail terkait mek

Perlu meneatukan guick win dan target pencapaian setiap tahunnya

Perlu melakukan series meeting dengan K7L, pemda, universitas, swasts dan
pihak terkait Jain dalam menyusun priaritas kerjasama dan publikasi

VISI XSS INDONESIA:
“Better Partnership for Prosperity”
“Kemitraan yang Lebih Baik untuk Kesejahteraon”

MISI KSS INDONESIA:

i dan bersama Set Sels
melalui kernitraan dengan memanfaatkan potensi naslonal
= Wengembangkan kerjasama ekonomi dengan Negara-Negara Selatan

Mengembangkan kerjasama teknik, sosial, budaya dan iptek dengan
Negara-Negara Selatan
Meningkatkan pelaksanaan diplomasi ladonesia dalam rangka

il d. i bilateral, regional, multifaterat
dalam berbagai bidang untuk mencapai kepentingan nasional

Grand design dan blue print merupakan dokumen yang terintegrasi
Kerangka waktu Grand Design 2010-2025, sedangkan kerangks
waktu blue print 2010-2014

Landasan Hukum: menjelaskan dasar hukum yang memberikan
kewenangan dan amanat untuk melaksanakan KSS di Indonesia

Arah Kebijakan dan Strategf: detaitkan arah kebf KSS
dalam RPIMN dan renstra polugri.

Dil dapat target i nasional setiap
lima tahun

Pembahasan kerangka hukum akan menjadi bagian dari bab
kelembagaan

L. PENDAHUIUAN

. iatarBelakang

b.  Basar Hukum dan Amanat Pengernbangan KS$

¢ Tujuan penyusunan Grand Design dan Blue Print KSS.

Kerangka Pawaltuan rencana pengembangan KSS

. Cakupan dan Ruang Uingkup Pengembangan KsS

.  KONDISILINGKUNGAN DAN DINAMIKA PELAKSANAAN KSS
2. Kondisi Lingkungan Strategis KSS

e e

i toternat
i Eksternal
- Bilateral
- Regional
-Multitateral
-Global
b, Modal Dasar dan Peran Penting Indonesia dalam Pelaksanaan kS5
€ Permasalehandan Tantangan yang Dinadapl
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PRINSIP DAN ARAH KEBHUAKAN PELAKSANAAN KSS
a. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan KSS.

+ Kepentingan Nasional

Aid effectiveness
Solidaritas
Transparansi
Sustainability

« fnusif
- Knowlegde sharing
b, Visi dan Misi Pelaksanaan K$§
. Visi
« Misi
c Arah Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama Selstan-Selatan
d. Tehapan Skala friositas {Catak Biru) peleksanaan KSS
» Rencana Prieritas untuk periode | : 2010-2014
+ Rencana Priorites untuk periade |1 : 2015-2019
+ Rencana Prioritas untuk periode (ii: 2026-2025

V.  KERANGKA KELEMBAGAAN PELAKSANAAN KSS
& tandasanfikum
b.  Kerangka kelembagaandalam pefaksanasn Kss.
+ Tim Koordinasi HasionalKSs
« Lembaga Kss
. Mekanismekoordinasi lintas kementerian
A Kerk: i

Parlemen
PermetintahDaerah
Radin/Swasta
HGO/ oMs
Akademisi

Media
Tokohagama, di

V. SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN KSS

s APBN
b, AsingfTrangular
. PPR

d Swasta

e Herjasama Fiilateral

— Menyebariuaskan praktik-praktik quick win yang sudah ada dan

quick win untuk i ke depan sesuai
dengan potensi Indonesia sesuai dengan madet kezjasama yang
dilaksanakan.

— Program-program unggulan yang akan diartikulastkan adalah program-

program yang berada di bawsh pilar-pilar yang diusulkan
{ekonomi, teknik, sosial budaya dan IPTEK, namun juga perlu
dipertimbangkan pilar politik)

— Menyusunindicator untuk penentuan program-program unggulan

. MEKANISME MONITORING DAN EVALUAS!

- d indicator
output.

- Waktu pelaksanaan monev

= Para pihak yang harus terlinat dalam pelaksanaan monev

« Gutput monev

L

VEHI. KEBUAKAN PELAKSANAAN K55 PERIODE I: 2011-2014
— isi KSS tahun 2011-2034: penekanan pada kerjasama ekonomi dan

teknik.
~ Fokus kawasan pelaksanaan kerjasama KSS dan program unggulan
- Agenda
+ Agendal: Penguatan {struktur, tupoksi ¢

SOF, termasuk penyusunan sistem informasi)
+ Agendali: Penguatan kerangka legal; Revitalisasi fandasan hukum
pelaksanaan KSS.

AgendalV: Penguatan Pelaksanzan KSS
- Penguatan pelaksanaan program berdasarkan bentuk kerjasama:
bilateral, regional, muttilateral, triangufar
~ Penguatan pelaksanaan program berdasarkan jenis kerjasama:
kerjasamataknik, ekanomi, seeial dan budaya, serts iptek.

AgendaV: Promaosi dan publikasi

TERIMA KASIH




Back ground Paper
untuk Penyusunan Grand Design
KSS Indonesia
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NOTULEN RAPAT
PERTEMUAN TIM TEKNIS KSS
Tempat : Nikko Hotel, Jakarta
Tanggal  : 16 Februari 2011
Waktu : 10.00-17.00 WIB

Notulen:

Pertemuan ini dibagi menjadi 2 sesi, sesi pertama membahas tentang kerjasama ekonomi dan sesi

kedua membahas tentang skema pembiayaan.

Pertemuan ini dipimpin oleh Dewo Broto Joko Putranto (Direktur Pendanaan Luar Negeri
Multilateral, Bappenas) sebagai Ketua Tim Teknis.

Pada pembukaan pertemuan ini, Pak Dewo menjelaskan secara singkat mengenai progres
pelaksanaan KSS Indonesia dikarenakan beberapa peserta dari BKPM, LPEI dan Kementerian
Perindustrian baru kali ini hadir, dan perkembangan dalam penyusunan Grand Design dan Sistem
Informasi KSS Indonesia yang didukung oleh JICA yang memiliki pengalaman dalam menangani
KSS serta prinsip-prinsip dan arah kebijakan pelaksanaan KSS Indonesia. Materi presentasi yang

disampaikan oleh Pak Dewo seperti terlampir pada Lampiran 1.

Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi dari Pak Adik Bantarso (lihat Lampiran 2) mengenai

penyusunan Grand Design khususnya mengenai Kerjasama Ekonomi.

Selama sesi diskusi, Djunari dari Kemendag menyatakan bahwa pada dasarnya Beliau sangat
mengapresiasi Tim Perumus yang sudah memformulasi Grand Design ini. Pada dasarnya kerjasama
ekonomi Indonesia masih terfokus pada pelaksanaan free trade, dan saat ini Indonesia sedang
menghadapi masalah pada peraturan yang membatasi export CPO. Indonesia bekerjasama secara
regional dengan Malaysia untuk mengatasi kampanye negatif dari negara-negara Uni-Eropa
mengenai isu ekologi yang menyatakan bahwa bahan baku bio fuel (CPO) tidak boleh didapatkan
dengan melakukan penanaman sawit pada areal hutan tropis. Sementara dalam menghadapi harga
karet yang rendah, Indonesia bersama-sama Malaysia dan Thailand menggunakan peraturan
perdagangan Internasional untuk menstabilkan harga. Bentuk kerjasama lainnya adalah kerjasama
merica dan kelapa yang terjadi antar negara-negara Asia-Pasifik, yang pada umumnya merupakan

kerjasama berdasarkan komoditi.

Pak Thalib dari KADIN mempertajam pembahasan mengenai kerjasama ekonomi dengan
menjelaskan pengalamannya sebagai Wakil Ketua Komite Afrika KADIN dan G-15 (lihat
lampiran3). Menurut beliau Indonesia sudah melaksanakan banyak sekali kegiatan dengan negara-
negara Selatan misalnya bekerjasama dengan FAO di Gambia, kegiatan Pelatihan bagi Petani di
Madagaskar dan memberikan bantuan bagi Tanzania sejak tahun 1982, kerjasama di bidang
agribisnis dan gula dengan Fiji, program UKM untuk bidang peternakan, kerjasama di bidang
pertanian dengan Australia dan Belanda, dalam bidang minyak dan buah-buahan tropis dengan
Malaysia, dalam bidang perdagangan, industri dan pariwisata dengan Mesir, dsb. Terkait dengan
posisi Indonesia pada kerjasama Indian-Ocean Rim (EIOR ARC), Indonesia juga harus

mengantisipasi dan mengembangkan lebih lanjut manajemen perbankan dan hal-hal lain terkait
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dengan Kawasan Perdagangan Bebas (FTA). Hal lain yang diperlukan adalah untuk memperjelas
tentang kepastian hukum dalam melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. KADIN dalam waktu
dekat juga akan memfasilitasi pengusaha muda dari Zimbabwe yang ingin mengetahui secara rinci

mengenai pengembangan tekstil, perabotan, alat komunikasi, dsb. di Indonesia.

Beberapa perusahaan Indonesia seperti Indofood, Indorama, Tjiwi-Kimia, Medco, dan sebagainya
sudah berhasil masuk ke negara-negara Afrika. Indonesia juga sudah menandatangani MoU dengan
SASOL, sebuah produsen bahan bakar sintetis dari Afrika Selatan pada akhir tahun 2009, begitu
juga dalam bidang pertambangan. Selain itu, sebuah kerjasama dalam bidang pertanian sudah

terjalin antara Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Namibia.

Masalah yang dihadapi oleh Indonesia dengan negara-negara Asia-Pasifik tersebut adalah terkait
dengan keterbatasan pengenalan produk, jarak ke negara yang dituju, jenis transportasi yang

tersedia, imej, dan sebagainya.

Ibu Natalia dari BKPM menjelaskan bahwa pada dasarnya saat ini kebijakan pemerintah masih
dalam bentuk “in ward looking” belum berubah ke arah “forward looking”. Saat ini kerangka
hukum untuk investasi Indonesia belum tersedia. Direktorat terkait sedang berupaya untuk
membuat database mengenai data investasi yang dilakukan oleh Indonesia di luar negeri. Banyak
investor Indonesia sudah menanamkan investasinya di luar negeri. Beberapa MoU dengan India
sebagai salah satu negara teragresif saat ini juga sudah ditandatangani, tetapi dilakukan secara “in
ward”. Saat ini belum ada institusi yang memiliki data yang akurat mengenai total investasi yang
sudah ditanamkan oleh investor Indonesia di luar negeri., bahkan, BI sebagai Bank Sentral pun
hanya melakukan pencatatan mengenai lalu lintas valutanya, namun tidak mencatat untuk apa uang
keluar tersebut digunakan. Salah satu cara yang paling efektif untuk berinvestasi di luar negeri

adalah dengan melakukan promosi sambil melihat potensi pasar.

Ibu Dyah dari Kementerian Perindustrian menjelaskan bahwa Kementeriannya sedang
melaksanakan kerjasama dengan Mozambique dalam bentuk pelatihan agribisnis dan tekstil.
Disamping itu, kerjasama dengan Palestina sudah dimulai sejak tahun lalu dan kerjasama lainnya
dalam bidang pupuk tengah dilaksanakan oleh PUSRI bekerjasama dengan perusahaan pupuk di
Teheran dalam membangun sebuah pabrik pupuk di Teheran karena Iran memiliki cadangan gas
terbesar di dunia. Hasil kunjungan Presiden ke India bulan Januari 2010 juga telah menghasilkan
ditanda-tanganinya MoU untuk bekerjasama dalam bidang pupuk, gas, dan tambang batubara

dengan India.

Medi dari Kementerian Perindustrian menambahkan bahwa kerjasama dengan Palestina sudah
dimulai sejak tahun lalu untuk kegiatan pelatihan mengenai pengelasan (welding). Tahun lalu 12
peserta dan tahun ini diperkirakan 10 orang peserta akan mengikuti pelatihan tersebut. Masalah
dalam melakukan pelatihan ini adalah karena susahnya bagi orang Palestina untuk dapat keluar dari
negara mereka. Terkait dengan kerjasama teknik dan kerjasama ekonomi, Beliau setuju bahwa pada
dasarnya kerjasama teknik adalah bagian dari kerjasama ekonomi. Dalam kerjasama regional
seperti ASEAN, dilakukan program kemitraan dalam bentuk kompensasi penurunan tarif. Contoh
lainnya adalah dalam hal kerjasama dengan Korea, pada prinsipnya ada 18 bidang cakupan
kerjasama, namun pihak Indonesia tidak bisa memanfaatkannya secara maksimal dan akhirnya
lebih banyak dipergunakan oleh negara mitra ASEAN lainnya.

A4.4-2



Kerjasama dengan Mozambik diawali dengan ketertarikan Mozambik dengan produk kapas
Indonesia. Mozambik merupakan pintu masuk ke banyak negara Afrika. Dengan potensi kapasnya,
Mozambik berkeinginan untuk melakukan ekspor-impor komoditi kapas dengan Indonesia dengan

memberlakukan tarif nol untuk masuk dan keluar dari Indonesia.

Pertemuan ke-empat D-8 di Bali menyepakati 11 bidang kerjasama. Iran mengusulkan untuk

mewujudkan kerjasama teknik dengan melakukan “investasi bersama” antar negara D-8.

Mr. Dewo mengingatkan untuk berhati-hati dalam memberikan pelatihan bagi negara-negara Afrika.
Jika perlu “franchising” dalam bidang-bidang tertentu harus ditawarkan. Dalam kerjasama pupuk,
kemungkinan Islamic Development Bank dapat memfasilitasi. Dalam konteks kerjasama ekonomi,
Pemerintah Indonesia dapat membantu untuk mengkoordinasikan kerjasama tersebut, sementara

pelaksanaannya dilakukan oleh swasta.

Peserta dari LPPI (Bank Exim) menginformasikan bahwa ada beberapa negara di Selatan yang
termasuk dalam kategori negara dengan resiko tinggi. Karenanya, banyak Bank yang menolak
untuk mendanai kegiatan di negara-negara tersebut. Misalnya, LC dari Iran selalu dihindari oleh
pihak Bank. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara
tersebut atau bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai

regulator juga harus dilibatkan.

Mr. Rendra (Direktorat Sosbud ONB, Kemenlu) menginformasikan bahwa pada tanggal 10-12
Februari 2011, Kemenlu telah menyelenggarakan sebuah pertemuan yang membahas tentang
kerjasama ekonomi antar negara-negara berkembang, yang dihadiri juga oleh Pak Adik Bantarso
sebagai resource person. Dan pada pertemuan tersebut Direktorat PPIH dan PELH yang akan
menjadi lead untuk isu-isu kerjasama ekonomi. Beberapa input pada pertemuan tersebut juga sudah
disampaikan kepada Pak Adik.

Direktorat Afrika-Kemenlu mendapatkan anggaran khusus untuk program-program inisiatif untuk
negara-negara Afrika di tahun 2011 ini dan sudah mensosialisasikannya dengan para pemangku —
kepentingan terkait. Akses pasar ke negara-negara Afrika misalnya Nigeria merupakan tantangan

baru bagi Indonesia, akan tetapi bea masuk ke Nigeria cukup besar yaitu sekitar 40%.

Saat ini ada sekitar 10 investor Indonesia yang mengekspor produk mereka lewat Benin dan
kemudian pendistribusian produk tersebut dilakukan lewat Benin ke negara-negara sekitarnya
termasuk Nigeria. Saat ini tidak ada satu institusi pun yang memiliki data yang memadai tentang
ekspor dan peluang investasi. Terkait dengan koordinasi dengan pihak swasta, Pemerintah
Indonesia telah bertindak sebagai fasilitator agar pihak swasta tersebut dapat masuk ke pasar global.
Namun, beberapa perusahaan swasta menolak untuk memberikan informasi kepada Pemerintah
Indonesia, misalnya ada beberapa perusahaan CPO yang sudah berhasil masuk ke negara-negara
Afrika Barat.

Pak Dewo menyarankan untuk mempergunakan forum-forum dan institusi yang ada, namun
Pemerintah tidak bisa memaksa perusahaan swasta untuk memberikan informasi mereka kepada
Pemerintah.

Pak Thalib menjelaskan bahwa dalam hal ini GSTP dapat dipergunakan. Pemerintah melalui
Direktorat Perlindungan Hukum dapat membantu UKM dalam hal pembuatan kontrak. Sekarang

adalah waktu yang tepat bagi Pemerintah untuk memfasilitasi pihak swasta terutama dalam hal
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perlindungan hukum bagi UKM. Jika diperlukan, asosiasi di tingkat regional dapat dipergunakan

untuk perlindungan.

Ibu Dinur (JICA) menjelaskan bahwa JICA merespon secara positif usaha-usaha yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan modalitas kerjasama luar negeri Indonesia.
Belajar dari pengalaman Jepang, pada awalnya dasar kerjasama ODA Jepang adalah kerjasama
ekonomi, namun saat ini Jepang lebih fokus pada kerjasama teknik. JICA bertindak sebagai
fasilitator untuk meningkatkan strategi dan kebijakan Indonesia. Kerjasama Indonesia masih harus
didasarkan pada prinsip global seperti solidaritas, kepercayaan, tulus, saling menghargai, dapat
menerima dan kepercayaan diri, sama halnya seperti ketika Indonesia diposisikan sebagai negara
penerima. Indonesia harus lebih berhati-hati untuk melaksanakan kerjasama ekonomi, karena untuk
negara-negara berkembang, harus dimulai dengan sikap yang baik, perlahan tapi berkelanjutan.
Kedua, konsensus antara KADIN dan instansi terkait harus ditetapkan secara seksama dan harus
dapat diterima oleh seluruh instansi. Pada awalnya ODA Jepang juga terfragmentasi, tersebar di
MOFA, METI, Badan Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, dsb. Semua instansi terkait harus
memiliki persepsi yang sama dan harus memiliki pola kerjasama yang telah disepakati untuk
membawa nama dan bendera Indonesia di luar negeri. Ketiga, kerjasama tersebut harus bersifat
unik atau spesifik agar dapat diterima di pasar global. Ada beberapa akses yang telah tersedia,
seperti Kelompok-15, Kelompok-20, dan sebagainya. Oleh karena itu, kerjasama tidak harus
dilakukan oleh sebuah lembaga saja. Keempat, Pemerintah Jepang juga mengkoordinasikan
keterlibatan sektor publik dan swasta. Jadi, ada alur kerjasama pemerintah, alur kerjasama semi
pemerintah dan alur kerjasama swasta. Jepang memiliki Satgas (Task Force) untuk ODA pada
Kedutaan di berbagai negara. Investasi luar negeri Indonesia juga harus dipromosikan, termasuk
kemungkinan bahwa Bank Exim dapat memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang
lainnya, seperti ketika Indonesia membangun Pabrik Nikel atau Krakatau Steel yang dibiayai oleh
Bank Exim Jepang. Kelima: Dalam sektor jasa, JICA Indonesia memberikan pelatihan
pembangunan jalan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk Timor Leste.
Kerjasama teknik dapat fleksibel untuk ikut menjadi bagian dari kerjasama ekonomi. Sebagai
contoh, program micro-finance untuk negara-negara Afrika menghadapi jalan buntu, karena
Indonesia belum siap belum untuk program tersebut. Jika Pemerintah RI tidak akan
menindaklanjuti, Malaysia akan masuk ke sektor ini. Micro-finance ini bisa menjadi keunggulan
kompetitif bagi Indonesia di masa mendatang. Pada dasarnya forum ini jauh lebih maju dari apa
yang diharapkan oleh JICA. Oleh karena itu, diharapkan bahwa Indonesia akan dipercaya oleh
negara-negara berkembang. Membangun kepercayaan juga bisa dilakukan melalui kerjasama
triangular. Negara-negara Utara tidak akan menjalin kerjasama tanpa didasari oleh kepercayaan,
oleh karena itu, Indonesia dapat mengambil manfaat untuk membangun kepercayaan melalui
kerjasama triangular, sebagai komplemen dari kerjasama Utara-Selatan dan kerjasama Selatan-

Selatan.

LPPI menginformasikan bahwa pada dasarnya perbankan diperkenankan untuk membiayai
perseorangan atau perusahaan di luar negeri. Misalnya, proyek WIKA di India dan kereta api di

Bangladesh. Pada prinsipnya bila proyek tersebut layak, maka boleh didanai.

Sesi II dimulai jam 2 siang dan dibuka dan dipimpin juga oleh Pak Dewo Broto sebagai Ketua Tim

Teknis, mengulangi presentasi yang sama dengan yang di pagi hari dan kemudian dilanjutkan
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dengan presentasi mengenai Skema Pembiayaan dan Program Unggulan oleh Pak Adik Bantarso

seperti terlihat pada Lampiran Notulen ini.

Pak Andy dari Kementerian Pertanian menyatakan bahwa dalam pertemuan sebelumnya ia
menginformasikan bahwa Kementerian Pertanian akan mengalokasikan bantuan terkait KSS dalam
bentuk pengiriman ahli dan pelatihan pada tahun 2011 tetapi tampaknya tidak disetujui oleh
Depkeu. Masalahnya adalah karena tidak jelasnya mata anggaran untuk kegiatan KSS, terutama
untuk bantuan traktor tangan, selalu tidak jelas boleh dan tidaknya. Terkait dengan program

unggulan, adalah program yang bisa dijual oleh Kemtan.

Pak Dewo menjelaskan bahwa jika anggaran tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan, harus
diperiksa apa alasan di balik itu. Karenanya perlu menerapkan anggaran berbasis kinerja mulai saat
ini. Bappenas sedang menyiapkan RKP 2012, dan diharapkan akan selesai pada bulan Maret 2011.
Jadi, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mengajukan program terkait KSS. Untuk
program dengan mitra asing, JICA telah memberi lampu hijau bagi kerjasama tripatrit seperti
micro-finance. Untuk sektor swasta, mungkin bisa lewat program CSR sebagai bagian dari sarana

promosi pihak swasta.

Fachrurozi (Setneg) menjelaskan bahwa biasanya Kementerian Keuangan akan meminta untuk
disertai evident, dan akan melihat instansi mana yang berhak untuk mengajukan program tersebut.
Harusnya semua program yang diajukan oleh K/L terkait dengan KSS harusnya dimasukkan dalam
satu keranjang, karena akan membutuhkan dana yang cukup besar dan akan membebani anggaran
K/L jika dititipkan pada K/L. Dalam pengajuan anggaran, RKP adalah suatu keharusan.
Masalahnya adalah adanya program antisipasi yang harus dilaksanakan di tengah-tengah tahun
anggaran dan belum masuk di dalam APBN. Sementara momen yang dibutuhkan tidak sesuai
dengan periode proses revisi APBN. Pengelolaan anggaran umunya biasanya sudah memiliki
standar, maka perlu adanya mekanisme yang spesifik untuk KSS. Untuk program unggulan, perlu
ditetapkan kriteria atau indikatornya dan masing-masing K/L. akan membuat daftar program

unggulan mereka, dan untuk quick win akan dievaluasi dan diputuskan oleh Tim Pengarah.

Mr Ade (Bappenas) menginformasikan bahwa pada dasarnya anggaran SSC dalam APBN hanya
18%. Maka forum regional dan kawasan dan negara-negara maju diharapkan untuk ikut mendanai
SSC Indonesia. Peraturan yang ada hanya mengatur peran Indonesia sebagai negara penerima
bukan sebagai negara donor. Oleh karena sudah ditetapkan dalam RPJM, maka perlu untuk
memformulasi peraturan untuk memfasilitasi peran Indonesia sebagai donor.

Bu Zurlaini dari Biro Perencanaan Departemen Perindustrian menjelaskan bahwa peran Indonesia
sebagai donor dalam KSS adalah tantangan baru, karena pada dasarnya tidak mudah untuk
melaksanakan sebuah kerjasama yang accountable. Terkait dengan anggaran, perlu untuk
menyiapkan dasar hukumnya. Dan itu harus jelas antara bantuan sosial atau teknis. Jika
pembiayaan dari APBN sulit, mungkin bisa didanai oleh swasta, dengan memfasilitasi masuknya
produk-produk potensial ke negara-negara Selatan. Sebagai contoh, di industri rotan, Pemerintah
harus menyediakan fasilitasi untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara selatan. Disarankan agar

Bappenas atau Kemkeu untuk terlibat dalam mengkoordinasikan program-program KSS.
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Pak Dewo menjelaskan bahwa dasar hukum, quick win dan kerangka kelembagaan diperlukan agar
KSS dapat didanai oleh APBN. Di sisi pendanan perlu untuk melibatkan Bank Exim. Tim

Koordinasi berperan dalam pengkoordinasian KSS selama masa transisi.

M. Thohir (Kementerian Sosial): Kemsos telah mengusulkan TCTP untuk Program Kejuruan pada
bulan Februari 2010 untuk tahun anggaran 2011 melalui Setneg dan Bappenas. Namun sampai

sekarang, tidak ada informasi apakah usulan tersebut disetujui oleh JICA atau tidak.

Dinur (JICA): Usulan program NVRC di Cibinong tidak lulus screening, karena JICA punya step
yang jelas untuk tiap program: proyek hibah, kerjasama teknik, proyek exit. Untuk NVRC, karena
telah dilaksanakan dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun (2 term), harus exit. Biasanya suatu
proyek hanya untuk 1 term, kecuali untuk kondisi tertentu. Hal ini berbeda dengan PENS
(politeknik) di Surabaya dapat diperpanjang sampai dengan 3 term karena ada permintaan khusus
dari negara-negara penerima bantuan. Biasanya program-program tersebut ada kaitannya dengan
program serupa pada JICA di negara-negara penerima. Anggaran JICA untuk Indonesia cenderung
menurun, dan sebagian besar dialokasikan ke negara-negara Afrika. Karenanya program akan
dihubungkan dengan sektor terkait. Kerjasama tripartit antara Indonesia dan JICA selalu merujuk
pada daftar di bluebook, meskipun sulit karena yang menerima manfaat dari program KSS tidak
hanya Indonesia. Saat ini, program-program tersebut melekat pada program di Setneg. Dari sisi
JICA, sesuai persyaratan kode etiknya, harus ada kemauan kuat dari Indonesia dan dicampur

dengan kegiatan yang didanai oleh kerjasama triangular atau hanya didanai oleh Indonesia sendiri.

Pak Dewo: Perencanaan harus dilakukan secara holistik. Quick win haruslah kegiatan KSS yang
dapat dijual dengan keunggulan komparatif, yang layak untuk dibiayai oleh donor, mungkin
memiliki nilai tambah atau merupakan program unggulan. Sebagai contoh, inseminasi buatan, yang
benar-benar dikuasai oleh Indonesia dan dapat diadopsi dalam kerjasama selatan-selatan. Kegiatan

baru akan dimasukkan dalam whitebook.

Mr. Adik Bantarso: apa pun yang akan diusulkan untuk program KSS harus menjadi sesuatu yang
dapat dikenang dalam 100 tahun. Indonesia saat ini sedang membuat rencana tindak untuk tahapan
2014 dan tinggal landas di tahun 2025. Indonesia punya fasilitas yang disebut center of excellent,
tapi bagaimana cara untuk merevitalisasi fasilitas tersebut. Program unggulan dalam kerjasama
ekonomi sebagian besar berbasis produk, bukan berbasis program. Karena RKP harus selesai pada

bulan Maret 2011, berarti waktu tinggal kurang dari 2 bulan untuk mendapatkan konsensus.

Untuk program unggulan, Kementan telah mengembangkan program pelatihan di Tanzania dibiayai
oleh asosiasi Petani dan diikuti dengan program pelatihan yang dibiayai oleh JICA. Dalam
pelatihan tersebut, mungkin kita bisa mempromosikan mesin pertanian Indonesia dan peralatan

seperti traktor tangan.

Zurlaini: Dalam mendesain program untuk negara-negara penerima bantuan, lebih baik untuk

membuat daftar kebutuhan negara-negara penerima bantuan.

Rendra: Di Kemelu ada kegiatan yang melakukan inventarisasi kebutuhan negara-negara selatan,

namun belum sempat dikompilasi.

Mr Fahrurozi: Ada masalah dengan pencatatan akuntansi hibah, berkaitan dengan penyaluran
langsung anggaran hibah kepada instansi pelaksana. Hal ini tidak benar menurut Kementerian

Keuangan. Setiap hibah harus dicatat. Prosedur harus jelas. Dalam kaitan dengan usulan dari
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Kementerian Sosial, untuk Palestina masih diperlukan dan mengenai pusat pelatihan di Tanzania ini
tidak berfungsi karena tidak tersedianya anggaran yang memadai.

Ms Theodora (BKKBN) menyatakan bahwa terkait dengan mekanisme pembiayaan, selama ini
BKKBN dapat dapat mengalokasikan anggaran untuk KSS berdasarkan 4 program utama di
BKKBN. Namun, karena tidak ada kejelasaan payung hukumnya, sulit untuk mempertahankan
anggaran tersebut. TCTP program yang dibiayai oleh JICA telah berakhir sejak tahun Ialu.
Permintaan masih tinggi, tetapi sulit untuk mencari donor. Saat ini, ada surat dari OENB Kemlu
agar BKKBN mempersiapkan proposal yang ditujukan kepada Perez Guerro Trust Fund. Tahun
lalu Setneg juga meminta pemetaan, tetapi tidak ada hasil sejauh ini. Tampaknya untuk kegiatan
KSS, Pemerintah perlu memiliki sekretariat KSS yang tersendiri untuk mengkoordinir semua
kegiatan.

Ms Dinur (JICA): Pembangunan pusat pelatihan pertanian di Tanzania adalah murni dibiayai oleh
Yayasan Petani Indonesia. Melihat potensinya, maka kemudian JICA mendukung mereka dengan
memfasilitasi adanya pelatihan. Indonesia karena PDB mungkin masih belum dapat mendukung
wajib, tetapi Indonesia dapat melakukan uji coba di membantu sebagai Donor. Oleh karena itu,
program yang diusulkan harus eye catching, dan harus diputuskan di forum mana bantuan akan
diberikan: ASEAN atau OKI (Palestina atau Afganistan atau Timor Leste, dsb). Indonesia telah
mengikrarkan 1,000 bantuan bagi Palestina hingga dengan 2013, dan sampai sekarang masih sekitar
126 bantuan, mungkin Palestina dapat menjadi salah satu quick win, sedangkan kesinambungan

program juga harus tetap diperhatikan. Tidak perlu menetapkan terlalu banyak program di awal.
Berdasarkan hasil diskusi, Pak Dewo akhirnya memutuskan usulan untuk quick win:

- Revitalisasi Pusat Pelatihan Pertanian di Tanzania dan Gambia

- Tablet Keluarga Berencana untuk Lelaki

- Untuk Palestina: kerjasama teknis dengan NAM Center

- Obat-obatan Herbal
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Bahan Presentasi Dewo Broto Joko Putranto

(Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas)

PERKEMBANGAN .- ;
KERJASAMA SELATAN- SEiATAN

Ketea Tim Pelaksana Koordinasi Pe npambangan
Kerjasama Sclatan-Solatan

16 Februarl 2013

»  Kehijakan K55 telah tercantum dafam Jakarta Commitment

dan RRIM 2010-2014
o Telahdi kajian kebijakan d totype database K55
. tah il Seminar Naslonalyang diti

dengan Pembontukan ¥im Koordinasi Kss berdasarkan 5K
Menteri PPN,
= Timn Koordinast bertugas untuk
dan databaseKss
Hingga saat ini telah dilakukan beberapa kegiatan dalam

rangka pengembangan grand design, blue print dan sistern
informasi KSS, seperti:

pertemuan tim pelaksana,

pengembangan batkground paper untuk grand design
dan blue print serts pengembangan sistem Informasi
olehtim konsultan

Pertemuan dengan Kementerian/ Lembaga

T
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Mnkn3oto  WIEING  2Aguus 2080 oy 20Be 2010 Bin-Mac 2011

gord|
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elatan untuk mnnéukung k pe tngan ssln it dalam ker]asama

nternasional . i
TUGAS TIM PELAKSANA (S Menter PPN no 56 tahunzmu)

Menyiapkan cetak biru dan rencana pengembanganKSs

Menetapkan rencana kerja

Menyusun konsep kebijakan pengembangan KSS

Koordinasi dan fasilitast

Mengadakan pertemuar: dengan mitra kerja
Kensultasi dengan pihak-pihak terkalt untuk mencari solusi
Menyiapkan bahan dan mater! terkalt pengembangan KSS
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FGDOrafr 2 dan Ditabte

Siefechterting KjL
Lanofan kepada Tim Pengarsh
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Somisiar Nasiopafdan uummu
Sistniliforiiast
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VISEKSS INDONESIA:
“Better Partnership for Prosperity”
yang Lebih

MiS) KSS INDONESIA;
- i itas o irian bersama
{ Sefatan melalui dengan

potensi nasional

Mengembangkan kerJasama ekanomi dengan Negara-
Negara Selatan

Mengembangkan kerjasama teknik, sostal, budaya dan
Iptek dengan Negara-Negara Selatan

Meningkatkan pelaksanaan diplomasi Indenesis datam
rangka meningkatkan hubungan dan kerjasam
bilateral, regiona!, multilateral dalam borbagai bidang
untuk mencapal kepentingan nasionat

.

Grand design dan blue priat merupakan satu
dokumen yang terintegrasi

= gemngka waktu Grand Deslgn 2010-2025,
sedangkan kerangka waktu bfue print 2010-2015

= Ruang lingkup Grand Design dan 8lue Print
mencakup: Landasan Hukum, Kelembagaan,
Pendanaan, Program-Program Unggulan,
Mekanlsme Monitoring dan Evaluasi, serta Arah
Kebljakan.

Landasan Hukum: menjelaskan desar hukum yang
memberikan kewenangan dan amanat
pelaksanaan KSS di Indonesia

= psah Kebijakan dan Strategi: mendetailkan arah
kebiakan KSS dalam RPIMN dan renstra polugri.

PEHDAHULUAN

KONDISI INGKUNG AN DAN DINAMIKA KERIASAMA

SELATAN SELATAN

" f PRINSIP DAN ARAH KEBIAKAN

{ KERANGKA KELEMBAGAAN

. { SUMBERPEMBIAYAAN

. E PROGRAMUNGGULAN

E MONITORING DAN EVALUASI

E KEBUIAKAN PELAKSANAAN ¥SS PERIODE L 2013-2014 ]

PENDAHULUAN

Latar Belakang,

Dasar Hukom dan Amanat Pengembangan KSS
Tujuan penyusunan Grand Design dan Blue Print KsS
Kerangka Wakiu

Calupan dan Ruang Lingkup Pengembangan KS5
Kerangka Hukum

Kelembagasn

Pendanaan

fange

nEw

4. Promoy
KONDIS1LINGKUNGAN DAN DINAMIKA PELAKSANAAN K5
A Kondisi lingkungan Strategis KSS

i, Interna! {tingkungan Strategis Indonesia)
it Eksternal
- Bifateral
- Reglona!
« Multitateral
- Glabal
Modal Dasar dan Peran Penting Indonesia daiam
Pelaksanaan KSS
Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapk

e

"

th.  PRINSIP DAN ARAK KEBUAKAN PELAKSANAAN KSS
2. Prinsip
+ Xepentingan Nasional

sipPalsksanaan XSS

* Aideffectiveness
« Solidaritas
+ Transparansi
+ Sustainability
« inklusif
+ Knowlegde sharing
b, Visidan Misi Pelaksanaan KSS
« visi
. Misi
& ArahKebijakan Palaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan
4. Yahapan Skala Prioritas {Cetak Biru) pefaksanaan kS5
+ Rencana Prioritas untuk periode § : 2010-2034
+ Rencana Prioritas untuk periode 1 : 2015-201%
+ Rencana Priaritas untuk periode fil: 2020-2025

a.  tandasanhukum
* Fokus padaKerjasama Sciatan-Selatan

b Kerangka kelemtagaan dalam pelaksanaan &ss
. it yang

Mekanismekoordinasifintas kementerian

Lainnya
Parfemen
Pemerintah Dacrah
KadinfSwasta
HEO / OMS
Akademisi

et
Tokoh agama, dif

V.  SUMBER PENDANAAN PELAKSANAAN KSS

b Bilaterl/ Multilateral
€ Tranguler dan Frilateral
4. FPP

o Swasta
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VI. PROGRAM-PROGRAM UNGGULAN

ads dan quick win untuk

~ Menyebartuaskan praktik-praktik quick win yang sudah

mode! kerjasama yang dilaksanakan.

ke depan sesual dengan patensi indonesta sesuai dengan

Program-program unggulan yang akan diartikulasikan
adalah program-program yang herada di bawah pilar-pifar
yang diusulkan {ekonomt, teknik, sostat budaya dan PTEK,
namua juga perly dipertimbangkan pilar politik)

Meayusun indicator untuk prog
unggutan

VI, MEKANISME MONITORING DAN EVALUAST

~ Kerangka menitoring dan evaluasi {monev): indicatar

pengukurai pencapaian output.
Waktu pelaksanaan money

— Output monev

Para pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan monev

VIH. KEBUAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014
~ Misi XSS tahun 2011-2014: penekanan pada kerjasama
ckanami dan tekalk.
Fokus kawasan pelaksanaan kerjasama KS$ dan program
unggulan
Agends
+ Agendai: Penguatan kelombagaan {struktur, tupoksi
dan penyustinan SOB, termasuk penyusunan sisteim
informasi)
+ Agendail : Penguatan keranpka tegal; Revitalisasi
landasan hukam pelaksanaan KSS.
- Agenda W : Pengembangan sistern Pendanaan
Kegiatan
AgendaV ; Penguatan Pelaksanaan K3
— Penguatan pelakeanaan program berdasarkan
‘bentuk kerjasama: bilateral, regiomal,
multilatersl, triangular
— Penguatan pelaksanaan program berdasarkan
jenis kerjasama; kerjasama teknik, ekonomi,
social dan budaya, serta iptek.
AgendaV ; Promosi dan publikasi

Sampcﬂ dengun saal it be!um1 rdapat sistem Informaisl -
ferintegrost mengenal pelcks naan l\eriasama Seia!an o
Selatan yang felah diakiken oleh tndones!u ;

Proses pengembung n'sislem In!o«maﬂ 5§ diboniu oleh’
Konsullon dan dilkikan bersamaan dengar proses
PoRyusGnen grand desian [Janad = Maret 20T1) 0

Shiem Informasl 2 direncarakan G¥on dibistal diserver.
Boppena dan dxkoneks?kun k) dengun webslle i

BnFeb20m

 Launthing
alabatekss -

+ Beb /4 talab mengisi < ikan data kegiatan K5 kepada Direktorat
Fendanaan tN Multilateral

= Tim Konsultan telah muka melakukan stack taking data melzlui kunjungan ke instansi
k)

- Sistem Informas! yans dikembangkan mencakup:

telah, sedang d

Kemcmulln/lambagi
- et/
~ Kawasandannegara penerima manfaat

dalam dua bahasa
- Proses updati i 5 difakuk line oleh masing masing
Kementerfan/ Lembaga pelaksana

= Sistem [nformasi ak: Indonesia}

* Sistern infe i il kapi de fasilitas untuk search, sortir,
dan upload dokumen-dekumen yang dibutuhkan

it

Hnterangan

skhirMarat

d6feb 2031 226eb 2011 28Feb 2011 Feb2011
D

A4.4-12



Bahan Presentasi Adik Bantarso (Advisor KSS)

Membangun dan Memperkuat
Kerjasama Selatan—Selatan Indonesia

Pendanaan, Mekanisme Penyaluran
dan Program Unggulan

Pertemuan Koodinasi dan Konsultasi
Tim Koordinasi KSS

Hotel Nikko
16 Februari 2041

Grand Design
Kerjasama Selatan—Selatan Indonesia

]
1

South-South Cooperation “ Compass™

e
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RASIONAL PENYUSUNAN

* PJM 2010-2014
* Hasii Kajian CEACOS UI “Arah Kebijakan Indonesia
Dalam kerjasama Selatan-Selatan "

* Berbagai Sidang Internasional yang menekankan penting
nya Kerjasama Selatan-Selatan...."Acra Agenda of Action”

#unculnya berbagal kecenderungan dan tantangan baru
dalam KSS

Peran Indenesia ke depan ...anggota G-20... Ketua ASEAN
011

Koordinasi Internal ....fragmentasi pefaksanaan KSS

KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Pendekatan Holistik .... semua aspek KSS
Lingkengan strategis pada tingkat nasional dan internasionat

Peran Indonesia pada masa lalu, saat ini dan ke depan
Posisi dan peran Kelembagaan yang ada dan visi serta

bentuk kelembagaan ke depan

Aspek koordinast, perencanaan, pelaksanaan dan

monitoring evaluasi

.

Program dan kapasitas yang saat ini ada dan bagaimana

penguatan kapasitas dan program KSS Indonesia ke depan

Kerjasama horizontal antar negara berkembang dan vertikal

antar kementerian/lembaga dalam KSS Indonesta

Pemahaman mengenai K55 Indenesia

Tujuar Grand Design KSS Indonesia

. dan KSS Indenesia

« Rersngla frufum
» elembagaan

« Koardinasi

+ Program KSE

+ Fembiayaan

« promost

+ Information sistem

-——{ Rumusan kebifakan KSS Endonesla yang bersiala Interpasional

<Menfswab batbagal 1antangan dan kecondorungan baru yang muncul
+ Marumyskan tantangan dan glabal isu dengan rmencipizkan polaang-

peluang Baru
« Program yang mendapat penerimaan juas & negara berkembang
« Berbasls pada d I yang
dopat di “share”

Rumusan aksi

~Langhsh tindak dalam memparkual, meningkatkan dan mempasluas KSS
ndonesta

Format Grand Design Nasi I KSS ind i

|——| BAB I PENDAHULUAN

-

BAR It KONDISI LINGKUNGAN DAN
DINAMIKA KERTASAMA SELATAN-SELATAN

|_—{ DAB [T PRINSIP DAN ARAH KESLIAKAN

BAB IV

Ul

BABY SUMBER

BRB VI PROGRAM UNGGULAN

BAB VIl MONITORING DAN EVALUASE

-
a
I_{
1

J

BAB VI KEBLIAKAN PELAKSANAAN KSS
PERIODE X1 2011-2014

il

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
TUITAN
KERANGKA WAKTU
CAKUPAN DAN RUAHG LINGKUP
* KERANGKA HUKUM
+ KELEMBAGAAN
* PENDANAAN
* PROMOST

BAB I
KONDISI LINGKUNGAN DAN DINAMIKA
KERJASAMA SELATAN-SELATAN

« KONDISI LINGKUNGAN KERJIASAMA SELATAN-SELATAN
«  LINGKUNGAN STRATEGES INDONESIA
¢ GLOBAL
« REGIONAL
«  MULTILATERAL
+ MODAL DASAR DAN PERAN INDONESTA
= PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
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BAB IIT
PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

+ VISI AN MISI
» TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
+ RENCANA PRIORTTAS PERIODE 1 @ 2010-2014
* RENCANA PRIORITAS PERIODE It & 2015-2019
» RENCANA PRIORITAS PERTODE I1): 2020-2025

PRINSIP-PRINSIP KSS

[Lamlasin wtama KSS Indanesla UUD 1945

~Kemandirian bersoma (cafective seif refiance)
« Memparcepat pembanganan
= Menguatkan solidaritas

p
 Saling menghormati kedaulatan nasiena) O\/
Keperniikan nasional (ewnership)
(etidak tergaatungaa (independence)

akaraan,
= Tidak-bercyarat (non-conditionafity),

- Tidek mencampusi urusan dalam negeri
« Kemanfaatan Bersama

‘Kerfarama pembangunan yang didasackan pada
Kerfltraan yang setara dan dilandasi oleh
salidaritas.

ps°

S
- ;&“@‘5
¢C

Kerjasama pembangunan yang didasarkan
pada kemitraan yang setara dan dilandasi
oleh solidaritas

« Kepemilikan (Ovnership)

+ Selaras dengan kebijakan pembangunan
» Kernitraan inklusi

« Keunggulan kemperatif

« Adaptabilitas

« Prioritas negara berkembang (damand driven)
« Berkelanjutan

« Fleksibilitas

+ Akuntabifitas dan transparansi

+ Knowledge sharing

« Monitoring and Evaluasi

Tahapan dan Skala Prloritas Grand Design

« Sesuai dengan tahapan RPIP 2010-2025

« Dengan tahapan lima tahunan agar arah,
tujuan dan sasaran KSS Indonesia dapat
tercapai dengan baik

BAB IV
KERANGKA KELEMBAGAAN

« LANDASAN HUKUM

+ KERANGKA KELEMBAGAAN

+ MEKANISME KOORDINASY

+ KERJASAMA DENGAN PEMDA

~ KERIASAMA DENGAN OMS, SWASTA DAN
PERGURUAN TINGGL

Landasan Hukum

Fokus pada Kerjasama Selatan-Selatan
Bentuk Kerangka Hukum : Peraturan Presiden

(Payung bagt Aspek J

. yang dapat i
mengsknerglkan betbagal program dan kepiatan KSS

» Kabljakan yang teriait dengan pesanan dan arah KS§
Indonesla sehagal pelengkap Kebljakan pofiliklear negett
dan perdagarpan internasional;

= Pamblayaan KSS yanp barsumber dari APBN dan sumber lain
balk yang bersumbor darl dakam asgerl maupun luar negerl:

. B yang terkalt dengan ketent
kofjasama dan pembadan bantuan
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MEKANISME KOORDINASE

[Mekanisme Koordinasi

Tahapan Perencanaan
Tahap Pelaksanaan

« Tahap perundingan

+ Pra Pelaksanaan

» Pelaksanaan
Monitoring dan Evatuasi
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Kemeatetaiicabeaatiat |3

Tanapn ReleaBarn et e Weaan
yetiving Koorigoosi
Femian IR T (=]
7 Sewsscatkeowa e indonere
3. awmpenss 2 1o
H
5.

iR “otesisn

orapen
Hrmerdato oo
KemederaofLensegs esal

Kemestnitisiiann

Datte ey
)

Tersengavanrs
pragiem

. Piciets qnmewsima
mostaring £ evsomt

iy
[racm—

[ Kerjasama dengan Pemerintah Daerah

+ Salah satu pola uniuk meningkatkan KSS

- Bentuk : Sister Gity/Provinces

= Telah di lakukan cleh beberapa Kota/Propinsi

- Mendorong pengenalan, promost dan periuasan produk
{okal dan investasi

+ UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

+ Peraturan Menteri Datam Negeri No.3 tahan 2008
tentang Pelaksanaan Kerj i
daerah dengan Pihak Luar Negeri

Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/
Organisasi Masyarakat Sipil, Swasta dan Perguruan
Tinggi

( Pendorong Kerjasama Selatan-Selatan J

« Membantu membangun ketahanan masyarakat menghadapi
berbagai tantangan terutama masyarakat akar rumput;

- i isipasi dalam proses

pembangunan

Memperiuas akses masyarakat terhadap berbagai infromasi

Membangun afternatif solusi

Memperkuat kapasitas masyarakat

Menyebar luaskan berbagal pengetahuan dan “best practises”.

SUMBER PEMBIAYAAN

* APBN
+ MITRA KERJASAMA
+ SWASTA

(BABV

APBN
Kunci utama keberhasilan KS$ Indonesia adalah
ketersediaan dana pemerintah
+ Srategi dan kebljaken keuangan negara yang ¢ tempuh melatut
upaya opti i pengeluaran [ i RPJM 2010-2014
+ Penajaman zlakasi anggaran agar dapat lebih terarah dan
terpadu

Pengaturan yang dapat mengintegrasikan kebutuhar
i : Selatan-Setat

o g baik

dari dana APBN maupun dari pihak mitra pembangunan dan
permberi bantuan
Mani 1 dan tata kefola §
Selatan-Selatan melalui panduan mekanisme yang baku

. i jadwal Rencana Kerja F

(RKP},
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SUMBER PEMBIAYAAN

( Bilateral ]

+ Berdasarkan “cos? Sharing”
+ Sepenuhnya dan Indonesia

(Multi Lateral )

+ Perez Guerero Trust Fund
~ UNDP Trust Fund

+ Badan PBB lain

+ Organisasi Intemasional (OKS, G-15, D-8)

SUMBER PEMBIAYAAN

[SWASTA DAN PERBANKAN ]

» Dana CSR
- Lembaga Pambiayaan
+ Perbankan

(Trianguiar Cooperation ]
+ Segi liga Indonesia-negara berkembang-mitra internasional
« Segiliga Ind: i g L]
- Segitiga i
intemasional
BAB VI. PROGRAM UNGGULAN
(BAB VI. PROGRAM UNGGULAN ]

Fokus pada Kerjasama Tehnik dan Kerjasama Ekonomi
Program yang mempunyai multiplier effect dan menjadi katalis
dalam proses pambangunan
« Keunggulan komperatif indonesia yang dapat memenuhi
kebuluhan mendesak dari negara Selatan seperti
gan iski dan keluarga
, pendi dan pangan.

- Program yang dapat mendorong peningkatan kemampuan dan
produktifitas nasional
Prograra yang mengandung proses parlisipast dan

d kat dala serfa

p m
mengandung solusi yang dapat berdapatasi dengan kondisi
loka!

« Program yang menun]jukkan kemampuan riset dan teknologi
indonesia

Sektor Unggulan (Subject pada kesepakatan antar
kementerianfiembaga)

+ Pertanian
« Felalihan pertanian dan pelemakan
- Bantuan peralatan peranian
* Inseminasi buatan
Keluarga Berencana
Pekefaaan Umum
Micro Firance
- Energi
Politetinik
Bigang lain yang masih memerlukan konfirmasi
Industs kecit (Pengelolaan bambu dan rotan)

BAB VIII. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERICDE I;
2011-2014

« Misi Kerjasama Selatan-Selatan tahun 2011-2014.
+ Fokus kawasan dan Program Unggufan
* 4 Kawasan
+ Program unggulan
+ Aganda
Agenda 1 ; Penguatan kelembagaan
Agenda If: Penguatan kerangka hukum
Agenda 151 : Pengembangan Sistem Pendanaan Keglatan KSS
Agenda IV: Peng grar-program Unggulan
Agenda ¥ : Fromosi dan Publikasi
Feta Jalan Agenda XSS Indonesia 2011-2014

KEBIJAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE I: 2011-2014

[ Fokus Kawasan ]

- Sesuai RPJM dan Renstra Kemly
« Kawasan Pasifik
- Asia Selatan
« Afrika
« Amerika Latin

Program Unggulan ]
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Membangun dan Memperkuat

Kerjasama Selatan—Selatan Indonesia

Pendanaan, Mekanisme Penyaluran
dan Program Unggulan

[ Pendanaan

+ Landasan Peraturan perundangan
+ Bentuk/Jenis Pendanaan
+ Sumber Pendanaan
+ Pemerintah
+ Mitra Internasional
+ Swasla
+ Optimalisasi penggunaan Dana
+ Tata cara pengelolaan
» Bersumber dari dalam negeri
+ Bersumber dari luar negeri
+ Indanesta sebagai pemberi bantuan
+ Mekanisme Penyaluran
+ Akuntabilitas keuangan

{Subjoct pada

{Sektor Unggulan yang terindentifikasi
antar

+ Perianian
+ Pelatihan perlanian dan peternakan
r Bantuan peralatan pertanian
- Magang
+ Inseminasi buatan
Keluarga Berencana
Pekerjaaan Umum
Micro Finance
Energi
Politehnik
Industri keci! (Pengelalaan bambu dan ratan)

[Program Unggulan

Definisi dan Kriteria program unggulan

Bentuk program ungguian

. i dan P program unggulan
« Kesualan program unggular dengan kebutuhan negara
berkembang

Keselarasan program uaggulan dengan RPJMN
Manfaat program unggulan bagt kepentingan nasional
Kendala dalam menjadikan suatu program menjadi
program unggutan

- Evaluasi program unggulan
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Kerjasama Ekonomi
antar
Negara Berkembang

Pertemuan Koodinasi dan Konsultasi
Tim Koordinasi KSS

Hotel Nikko
16 Februari 2011

Grand Design
Kerjasama Selatan—Selatan Indonesia
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RAS!ONAL PENYUSUNAN

PIM 2010-2014

Hasit Kajian CEACOS UL “Arah Kebjjakan Indonesia
Dalam kerjasama Selatan-Selatan ™

Berbagai Sidang Internasional yang menekankan peating
nya Kerjasama Selatan-Selatan...."Acra Agenda of Action”

HMunculnya berbagai gas dan t baru
dalam KSS

Peran Indonesia ke depan ...anggota G-20... Ketua ASEAN
2011

Koordinasi Internal ....fragmentasi pelaksanaan KS$

KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

.

Pendekatan Holistik
Lingkungan strategi

semua aspek KSS
pada tingkat nasional dan internasional

.

Peran Indonesia pada masa lalu, saat ini dan ke depan

.

Posisl dan peran Kelembagaan yang ada dan visi serta
bentuk kelembagaan ke depan

Aspek-koordinasi, perencanazn, pelaksanaan dan

monitoring evaluasi

Program dan kapasitas yang saat ini ada dan bagaimana
penguatan kapasitas dan program KSS Indonesia ke depan

Kerjasama horizontal antar negara berkembang dan vertikal
antar kementerian/lembaga dalam KS$ indonesta

.

Pemahaman mengenai KSS Indonesia

Tujuan Grand Design KSS Indonesia

—’1 . dan KSS Indonosia

T Rerangis hukum
+ Kelermbagasn

« Pembiayaan
romos|
+ Information sistem

—{ Rumusan kebijakan KSS Indonoesia yang berskala internasianas

tantangan dan baru yang muncsl
+ Herumusicn tantangan dan gl ol v dengan maniplakan peluan:
+ Frogram vang mondspat ponseimasn loas o magara berkembang

sis pada pangataman data
gty

Rumusan aksi

+angkat tindak dalam mamparksst, meninghatian dan momporiss KSS
Irdancsla

Format Grand Design Nasi 1 KSS Ind i

r-{ BAB I PERDAHULUAN

BAB I KONDIST LINGKUNGAN DAN
DINAMIKA KERJASAMA SELATAN-SELATAN

!—{ BAG I PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

il

BABY SUMBER

BAB VII MONITORING DAN EVALUAST

BAB VITI KEBLIAKAN PELAKSANAAN KSS
PERIODE I: 2011-2014

I—[ BAD VI PROGRAM UNGGULAN

il

Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/
Organisasi Masyarakat Sipil, Swasta dan Perguruan
Tinggl

[ Pendorong Kerjasama Selatan-Selatan ]

kelahanan

berbagat tantangan terutama rnasyarakal akar rumpu;
Meningkatkan partisipasi masyarakat dafam proses
pembangunan

Memperiuas akses masyarakat terhadap berbagai infromasi
Membangun atematif solusi

Memperkuat kapasitas masyarakat

Menyebar luaskan berbagai pengetahuan dan “best praclises™.

—

Kerjasama gengan Pemerintah Daerah ]

Salab satu pala untuk meningkatkan KSS

Bentuk : Sister Gily/Pravinces

Telah di tlakukan oleh beberapa KotafPropinsi
Mendorong pengenalan, promosi dan perluasan produk
lokat dan investasi

UU Na.32 Tahun 2004 tentang Pemsedintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalarm Negeri Na.3 tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dasrah dengan Pihak tuar Negesdi
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[ BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

- APBN
*« MITRAKERJASAMA
- SWASTA

APBN

Kunci utama keberhasilan KSS Indonesia adalah
ketersedizan dana pemerintah

Strategi dan kebijakan keuangan negara yang di tempuh mefalui

upaya RPJM 2010-2014
- Penajaman alokasi anggaran agar dapal lebih lerarah dan
Ierpadu
- Pi yang dapat m Hyu i kebutchan
i Selat

dari dana APBN rmaupun dari pihak mitra pembangunan dan
pemberi bantuan
. dan 151 tata kelola

Selatan-Selatan melalui panduan mekanisme yang baku
Memperhatikan jadwal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

(RKP),
SUMBER PEMBIAYAAN
> SUMBER PEMBIAYAAN

[leatera!

« Berdasarkan ‘cost Sharing”

+ Sepenubnya dari indonesia

[SWASTA DAN PERBANKAN ]
{Muli Lateral
- Dana CSR

+ Perez Guerero Trust Fund

« UNDP Trust Fund

« Badan PBB lale

+ Orgarisasi Internasional (GKI, G-15, D-8}

(Triangular Cooperation

7 Segitliga
+ Seqitiga |nde i g
Segitiga Ind: ia-neg. lembag;
intemasional

+ lLembaga Pembiayaan
+ Perbankan

(BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

= Fokus pada Kerjasama Yehnlk dan Kerjasama Ekonomi
Psogram yang mampunyai mulliphereffecl dan menjadi katalis
datam proses pembangun:
« Keunggulan kormperatif Indoﬂesia yang dapat memenuhi
ebutuban mendssak dari nagara Selatan sepetti

gan dan keluarga

p i dan pangan
+ Program yang dapat i p dan

produktifitas nasional,
« Program yang mengandung proses partisipasi dan
serta

km;(anlgandung sobusi yang dapal berdapalam dengan kendist

« Program yang mienunjukkan kemampuan riset dan teknologi
Indonesia

BAB VI. PROGRAM UNGGULAN

[Sektor Unggulan Kerjasama Yehnik ]

- Bidang pertanian

» Pelatihan pertanian dan petemakan

« Hantuan peralatan pertanian

= Inseminasi buatan

Keluarga Berencana

Pakerjaaan Umum

Micro Finance

Energi

Politehnik

Bidang lain yang masih memedukan konfirmasi
- industri kecit (Pengelclaan bambu dan rotan)
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BAB VIIL KEBLIAKAN PELAKSANAAN KSS PERIODE It
2011-2014

+ Misi Kerjasama Selatan-Selatan tahun 2011-2014.
« Fokus kawnsan dan Program Uaggulan
« 4 Kawasan
«  Program unggular
« Agenda
Agenda | : Penguatan kelembagaan
Agenda I1; Penguatan kerangka hukum
Agenda II1 : Pengembangan Sistem Pendanaan Keglatan KSS
Agenda Qg program Ungautan
Agenda V ; Promosi dan Publ
Peta Jalan Agenda KS§ Indonesia 2011-2014

Membangun Kerjasama Ekonomi
Kerjasama Selatan—Selatan Indonesia

{KERJASAMA EKONOMI (KENB} J

» Semakin mendapat tempat
« AFTA
- Kerjasama ASEAN-China-india
- Mercosur (Amerika Latin)
« Common Market for East and Southem Africa (COMESA)
+ SAFTA {South Asian Free Trade Agreement
= SADC African B p < ity)
= india, Brazil and Soulh Africa {iBSA)

[F‘ENDORONG KENB }

+ Kerjasama KENB lebik banyak pada bidang Perdagangan
+ Membantu divarsifikasi export
+ Meningkatnya “share™ dari perdagangan dunia dapat
;'nendomng “coltective actions™ untuk meningkatkan posisi
awar
+ Teknolegi yang ada di negara berkembnag/selatan lebih tepat
bagi danp negara

(Bidang Investasi ]

« Peningkatan penanda tanganan “Bifateral Investment Treaties
(eirs)”

= Tahun 2004 dari 73 BiTS yang di tanda tangani, 28 merupakan
perjanjian antar negara berkembang

« Negara seperti China, Karea Selatan dan Malaysia telah
menandatangani lebih dari 40 BITS dengan negara-negara
berkembang lainnya

[generopong KENB ]

+ Sebagai jembatan dalam kefj dan
perekonomian-perdagangan dunia — bukan sebagai allernalif

» Harus febih meng-Global.. tidak hanya intra kawasan

Bukan bentuk lain dari preferential frading arrangements.

Harus di letakkan dalam perspektif yang lebih luas dan

kerjasama ekonomi {ermasuk kerjasama tehnik dan ahli

teknologi
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[Féné_e-.-katan untuk mendorong KENB ]

Persepsi pelaku dunia usaha terhadap KSS
Upaya dan kegiatan dunia usaha yang lelah di
lakukan dengan negara berkembang. .. kawasan
Bentuk kerjasama dan jenis produk
Isu atau kecenderungan yang berkembang
Kendzla yang di hadapi
+ Didalam negeri
- Dinegara berkembang
Peranan Pemerintah
Partisipasi dan peran dunia usaha melalui CSR
Inter relasi antara kegiatan dunia usaha dengan
inisiatif program pembangunan

Integrasi GCSR dengan kerjasama bilateral &
Multilateral
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Bahan Presentasi Thalib Puspokusumo (KADIN)

©AFRIKA DIMATA
PENGUSAHA INDONESIA

Submitted by:

DR R M Talih Puspokusumo, SH

Vice Chalrman Committee for Africa “KADIN"& G15
ct CCHREICSS Ind! i

Former Ind fan Consul Gi i Tx, USA

Indonesian participation
within IOR BF (Indian
Ocean Rim Business
Forum)

Submitted by:

DR R M Talib Puspokustmo, SH

Vite Chalrman Committee for Africa “KADIN& G15 |
Chalrman CCHREICSS indonesia, |-

Former indonesian Consul General Houston, Tx, USA |
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Partisfpasi dan peluang Indonesia  sangat besar:

I. Ad}nya Pelabuhan Bebas Sabang

2. Ap)bila Selat Kra dibukayang akan mengakibatian lalu fintas dari
Lagt China Selatan langsung ke Pelabuhan bebas Sabang tidak alkan
mealui Selat Malaka Tl akan meningkat

3, Ad]nya perubzhan orientasi dagang dari Negara2 anggota IORAC,
GLR.F EAEC,ASRC, OAU,EAGA,AIDA I0R -ARC (Indian Ocean Rim)
dar] akan perubahan perilatw Konsumen

4. Mehingkatnya Inquiries dari negara2 Pantai Timur Afrika.

5. Andbisi India dengan kapasitas sekarang akan memicu persaingan
dedgan region lain akan lebih menguntungan Kota pelabuhan pantai
harht Sumatra dan pelabuhan2 pantai laut Hindia

6. Sikhp negara2 ASPASAF yang mencari memicu peluang dan strategy
fai

7. SildpAmerika (O ic) yang i Deficit Spending
Polfcy tentu akan ada follow up untuk restore kegagalan G20 di Seoul.

8. Perjuada nya "POLITICALWILL” Indonesia { PROVINSIZ)untuk menengok
ke Bawasan yang promising ink. Mutallah berfilir “THINK GLOBALLY ,ACT
GLPBALLY"
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“ Investor

//
Kita memerlukan: " memerlukan:

1.Certain
amount of
Capital ; Q:::Ean
2.Teknologi -
Tinggi 3."Legal
3.“Advance CKertamt_y
Management” (Kepastian
Hukum)
4."Good
Governance”

\$. Keterbukaan

Komoditas2 Apa sajayang Negara- negara Afrika perlukan?

1.Bitjen Aspasaf, NAFED(BPEN), para ATDAG, KADIN Komite Afrika selafu
menerima pelbagal inquiries dari luarnegeri, menestima
delegasi2zdagang, ikut Joint Comission, One to one Business Meeting,
Ikut dalam Ketjasama2 club Bisnis bifateral seperti ISAB (Indonestan
South Africa Business Partnership dli). Manfaatkaniahl

2. Contoh Produk yang diminztiNegara2 Afrika Selatan:
« TPT (Tekstit dan produk tekstil)

« Mebel dan furniture

+ AlatTelekomunikasi

<Perlengkapan Rumah Tangga

-Seragam Militer

+Mesin Pertanian

+Perlengkapan Industsi Minyak

-Produk makanan/minuman (Terigu, Makanan minuman kaleng 41
-Crude Palm Oil, Pupuk

sSpare Part Mobil, Motor

+Ban,

-Kosmetik,

4 oint Venture Teknologi Tepat Guna untuk Negara Lainnya.

A:b;rapa catatan

kunjiengan Misi
bagang:

2000~ 2007 ke Afrika Selatan Zimbawe Namibia telah ada MOU
antat KADIN ada one on one meeting, pmdukyangdlminatu hingga
Para d tefah
TPT,Fuerniture,obat2 an dan alat kesehatan, kosmetik, barang listrik,
mesin pertanian, Engineering dan konstruksi, Solar Energy,
Pertambangan, Semen

Kunjungan Menteti Perindustrian Afsel disamping hicara tentang
Investasi dan Industri telah mendukung pendiran Indonesia House di
Johanesburg, Ingin ada joint Broduction dan joint manufacturing
Afsel ini pentimng petanannya didalam IORAC aktip juga duidalam
ASDC Southern Afncan DevelopmcntCnnperatlnn Juga mereka

dalam dari Bauxit
i tambang emas kedak 500m,
pmdusnn terbesar batubara ramun net Importer m[nynk bumi, migas
dikembangkan dengan Nambiadan Mozambigue

Exponinﬁnnesia ke Afsel 88 % non migas terdiri dari Botler,
Garment,Alas kaki, kertas, produk kayu (plywood), umsi, kendaraan
bermoter, industri mineral karet, minyak nabati, kaca, batang Kitla,

barang konsumsi.Pertumbuhan ekspor pertzhun cukup pesat meningkat
sekitar 70 %, sekitar USD 200 juta keatas. tmportindonesia 99%
komaditas non migas yang tedizidari Pulp, Allamunium, pupuk buatan
pabrik, tembakau, kapas, besi lembaran dan kawat, tembaga, mesin,
bahan kimia, benang tekstil dan barang mineral sebelum tahun 2000
Empor Indnnesxa sekitar USD ZGDjuta !erjad; natk turun. Setelah tahun
2000 Neraca Rl - Afselada
lembaga PersahabataniSAB yang dldukung oleh kedua Pemeriniah.
Dubes baru mereka sangataktip di Jakarta dan Afsel. Bulan Februasiini
akan ada Business Meeting yang berminatvsudah bisa memberikan
Company prafilenya kepada kami. Tanggal 30 November ada Business
Meeting dengan Nigeria seusaljoint Commission para pengusaha
mercka ingin ada pertemuan man to man $an back to back. Zimbabwe
bulan lals irim 20 inya ke Expo di Ki kamni sempat
adakan Business Meeting dengan Mereka. Expor kita Katn tenun, alas kaki,
kaca, ban mobil, sabin, Garment, perabot vrumah tangga, Kita impor
| besilembaran, hasil tambang, kapas, bahan ménera), tembakau, seng dan
produk [ogam Jainnya. Negara lainnya data dapat anda dapatkan melalul
KADIN Afrika dan Direktorat Afrika Deplu,

Sejauh mana Indonesia aktip di lORBF?

Tol | Agustus 2010 di Sana’a Republik Yaman diadakan Sidang [OR
ARC beberapa program yang dikembangkan sbb:

1. Pendirian [ORARC pada bidang Maritime Transport Councii dan

fran,Mauzitius, Oman, Afsel, Sri langka, Tanzania, Thailand danb
Yaman).

2. Bidsang Pariwisata, Proyek Kenstruksi, Kerjasama dengan ITC,
Kerjas sama antar hudaya, Pemilihan top 100 perusahaan falu buat
B2B (8ackto Backimeeting.

. PeningkatanSMEs (Sektor URM)

. Film Festival (usul india)

. Micto Finance Capacity Building {usul Kenya)

. Tourism Satetlite Account agar dimasa padsa sidang mendatang.

. Iranusul ada B@8 Meeting untuk Sector Konstruksi

. Uste] teptang Special Fund
Komentar kita perfunyadorongan agar kitalbih berpikiv menecari
pasar2 baru melalui IOR BF ini. Nampaknya terlihat para pengusaha
muda sangat agresip masuk ke Afrika dan berhasil.

Pengusaha besar Indonesia juga mulal masuk dan berhasil seperti
nustmardndafood, Pertamina, BNI, Bank Mandisi , Pabrik Kertas
Uang, Kenhstrnsii, edco,_dll;)\_‘

oNmTM AW

membuat sub Committee ¢g anggota India, Indonesia, Madagaskar

Adanya dampak terhadap macro economy:

Aaan

4 1. & pecentage GDP, PRICE TOTAL Trade
d';‘g;“::;" bila balance, IORA RC Frade Balance.
mnda‘l‘a 2. Adanya peningkatan dan perubahan

pada “Monetary Effects” seperti TERMS
OF Trade (Dasar penukaran},
Peningkatan Produktivitas, Real Foreign
interest Rate
Peluang menstimulasi (VV} lavestasi
. Meningkataya kempetisi di kawasan
. Memperluas pasar dengan diversifikasi
“produk” dan menciptakan pasar “TRADE
CREATIONY
Usut agar IOR ARC punya Graup Eminent
Persen seperti APEC
Indonesia harus punya psat informasi
IOR ARC, sementara di Ditjen ASPASAF
saja duly atau ada peminat?

REGIONALISME, 4
\, seperti[DRARC
% p

WP
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Apakah Economic
Integration melalui
Regionalism itu?
Multilateral terlalu
luas, bitateral terlalu
sempit, jadi aktipkan
Regionalism

integration ktu proses
yang betahap sbb

1.Preferentlal Tarrif
Agreement

2.Free Trade Areas
3.Custom Union
4.Common Market
5.M y Union
6.Economic Union:

..’mann kann alles verlieren,
nuy die Hoffnung nicht,
Hoffnung
das Schoenste des Lebens’.. ,

Tantangan Globat
Dewasa in

Tantangan

SECURITY
[

Tantangan
Glabalisasi
Ekonoml

Tantangan
Perubahan
Sosial

KETAHANAN
NASIONAL Tantangan
Perubshan

Nilal-
Nila}

Arah Politk Hukum
Permanen, Temporer &
Prioritas Mengembalikan

Budaya Hukum pada proporsinya
\ Dengan Konsepsi dan Program Aksi @

Cpactial "]

Information

nelustrial

Agricuttural

Technology

Universal

Centrat: larket
Sl eonic

20

=
Product Finance

ndividua |

H
Timited_ £7en Magket

PERKIRAAN KQNSPIRAS] INVERNASIONAL
TERHADAP INDONESIA
Negara-Negara
Asing tertentu

National
Interest

ereka Nl
Forum Bilatera!, Regional,
o Maaitilateral dan Global ..

OPINI DUNEA DIGALANG

" USAHA MENBIOAN THDONESIA
MENGARAN KEPADA TUDUHAJ ¢
DEMOKRAT

PELANGGARAN HAM, MASALAH TISASI,
UNIVERSALISHE, GENDER ISSUES, TIOAK KREDIBEL,
CRIMES AGAINST HUMANTTY, GENOCIDE DL, PERLLI DISERET
KE INTERNATIONAL TREBUNAL, PERLUNYA INDONESEA DIHUXUM
SECARA POLITIS DAN EKONGMIS,

USRI TUORNE O

Perkuat ketahanan nasional Periu solust dan

Pacta Sunt Servanda — Rebus sie Stentibus -~ Tegakan harga dirl |

denaan Dickamasi

CAFFURING CFFORTUNITIES IN CHANGING INDONESIA 1
A SHIFTING PARADIGH

The Indanesian cConomic recavery
am only b attained by zooperation of ail pasties as well as
Gavernment & Private sectats Including she mining and encrgy Sectots, eic,

[ howsar

(ndonasial rick in matural and minedal resourees, ]

v

activ

Vo nsure the tuccessIul Zommercial explorallon, for Ihe
that st be fulftied by the laca| antreprencars -

Axcess 10 very large amaunt of Capital
astuancs Technology

Technical Expartse
Professional management

1

( i Eyel met by the }
[T T ]
It foliows. i atwractive and
e

il g ianve stoss in this Hould
pa s et e
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Foreign investor requires investment climate
that is conducive to business activities

Such atmosphere is basic}yreﬂ@\ the existence of ¢

1. LEGAL CERTAINTY

2. COMFORT

3. SECURITY

And also requires :

4. TRANSPARENCY

5. PROPER IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT
{ No. 4 and 5 more important than traditionat reasons)

FONE Transaction (Corru ption)i

Perbaikan:
1.Pendapatan/Gaji
2.Fasilitas Transportasi/

T.Parbaikan Waskat
2. Bangun Standard Pelayanan

Sekolah 3, Bangun Leadership tangguh
3.Pelayanan 4, Sistem Manajemen Transparan
5.
Qpportunie

Exposure

1.Darong pelaksanaan [badah
Secara benar

Sistem idi
3Tumbuhk:m Nilai Moraf
Malu Korupsi Nasienat
4.Cade Etik Profesi

t. Bentuk Pranata Hukum yang tpga:
2. Sanksi yang tegas & Konsister]

Peny
4, Bentuk Badan Anti Korupsi
/Berdayakan Badan yang

ada 2

1| PRESENTSTATUS

S LAUCHED (N MAGRITIUS OF §-7 MARCH 2997,

E10.ALIA, BANGLADESH, INDIA, INDONESIA, (RAY, KENYA, MADAGASCAR, MALAYSHA,

| BIGUE, OMAM, SING APORE, SOUTHS AFRICA, SKI LANKA, TANZANLA, THAILAKD, THE
RATES, AND YEMEH. THE S¥

e 2003,

THE IOR-ARC.AT

A DISTINCTIVE Pouric:
b THE INDIAN OCEAN. (145 A REGION OF MUCH DIVERSITY, IN CULTURE, nME.nmmnN,
PMENT, ANO STRATEGIC {NTERESTS.

THESZEOF TWEIRPOFLULATIONS, LCONOMS TRADE, D BECHIOLOGICAL |
(©R GOP.

THE COUNTRIE: THE OCEANHAVE DEEN

VIBRANTTRABING

.} tanka, Yemen, i and e — ha M-11,

2,0n 29-31 March 1995, the Mausitius Cove'nrment convened &
meating to 4scuss the enhancement of economic co~operation
amoag countries of the indlan Ocean Rim. Representatives from the
governmen:s, business sectors and academia, frory
Austrata, Incla, Kenya, Mauritius, Gman, Singaporcand South
Afrlca, subsequently referred to as the “eore group states™ ar M-
7, etterded the meeting. In & joint statementissved &t the end of the
mesting, the participants decfared that they bad agreed on "principles
of open and with the
objectives of trade liberalisation and promating teade co-operation.
Activities wauld focus on trade facilitation, proriotion and

i, ot d econoric co-operation.”

9.2 Iripartite W

Fzvrition o 5 =17 Auaust of 1035, This meoting docidec ‘o croate asscomtrack
Alater mecting
dirkag September 1996 In Maunitius finalised a Charvai for the creation cf the 10R:
ARC, ipto include Indonesis, slaysia, Sri

30. The 10R-ARE was y d i ial Maatingin it
- 7 March 1997, Thi (OR-ARC Chiarter. ined 2 tumber
wFatminis tativeded procedural mattens,

11. Tho sacond biennia} Coundil of Miniiters Mooting was hokfin Maputo, Mozambigsa
inMareh 1935, Thic metingwras critical for the futute of the lOR-ARC, and Winistess
tistic, s fotused trade and
Bt o Ve isali J

¥ et ol vw-opuration, 1 )
on Trade and 50

decid&dlnlmllt-ﬂal\gladcih iran, Seychelias, Thailand and the UAE t1ojointhe

Association,and to invite Ezvat and Japan to parikipote asa dialog partners.

12. An extesordinary meeting of the IOR-ARC Ministerial toumlltuokglualn Mus:at,
Oman,In Fanvary 2000,
partaersin 1hed0R-ARC. This was alsothe rrsl time that thc WET ma1, Almsmaennz,
2 trageand planof action, which Included agreement
tormis regivnes, and ad
investment regimes, to be sompleted before the nest Ministerial Mect ngin Oman in
April 2001. The meeting also 3ppraved appications for dialogue partner statusfran

ing and the UK.

13.Tho third Ministerial Mecting of the I0R-ARCwas held in Muscat, Sultanate of Oman,
on 7 and 8 April 2001, This Eounzilof Ministers {COM) maeting was immediately preceded |
by meetingsef the Committee of Senior Oificials (LSO}, the indian Ocean fim Acader!
 Group (ORAGH the Indian Dckan Rizn Busingss Forum (IORBF) andthe Working Groupen |
: Trade and Investment (WGTI). At this mecting france was admitted as a dialoguepartaer. |
¢ Puringits meeting, the COM decided toendorse the recommendationofthe (SO to
stablish a High Level Task Force {KITF) o study the future directionof the Association, a5
asa numberoflssuesthat had been hampering the Assodationinthe achlevementof |

[ nssc!gnal f

£ 14, The HUTF met on 22-23 Octaber 2001 ir Colombo, $1 Lanka, and presentisdits first
report 10 the CSO meatingIn Onan in May 2002, The High Level Task Force Repart was
onsidered and rommended for spprovaltotha COM. it was agread thatin orderto
+ expedite Minksterialapproval of the HLTF report, sn Extraordinary COM meeting couldbe
: heldon the ma ofUNGAS?in New York inSeptember 2002, Howeverdueto
unforaseen cirtumstances, the New York meeting was ot able te approve the Report.

A4.4-27



PRINCIPLES OF THE 10R-ARC

16. The Charter deelares that the IOR~ ARCsEeks tobuild and expand

mutually
based, y and h. There are no Iaws and
binding contracts, Compliance with consensus based decision remains
without any rigid Institutional structure to specify any rules and regulations.
[« fon is hased on pri of lity, tervitarial
inteprity, pofitical Independence, and non-Interference in interna] affairs,
peaceful caexistence, and mutual benefit.

16. Membership is opea to all sovereign states of the Indian Ocean Rim willing
to subscribe to the principles and objectives of the Charter. The IOR-ARC Is
firmly based an the principle of open regionalism, 3s encouraged by the WIO.
Derisions on afl matters and issues and at all levels, will be taken on the basis
aof consensus,

The JOR-ARC explicitly excludes bilateral refations and other lssnes likely to

[« i the does not prej  ights and abligations of
e states within the other
and villnot apply 16 member statasof the Asssciation. It
Cm at seck to be @ substi but tareinforce, be ytoand
content with, the bilateral, plurilateral and rulti ights and abligati
Trrerigher states,
witlfe the the tates will pursue measures to

prorfote the achievement of its objectives, and will not 1ake any action likely to
preffdice its objectivas and activities.
The f the iation will be

by member statesona

volaftary basis.
HORRRC ORIECTIVES
17.9ie maln focus of the IGR-ARC Is on ecopomic co-operation zad particularlyan

tradfland i s primarily forum for ecanomie dislogue
and fo-operation. The open regionalismin OR ARC has four companents;

bean to regionat
]
TRADE LIBERALISATION o gncourage close interaction of trade and industry,
Nonfscriminatory basis towards members acadgmic institutions, scholars and peoples of the Member

deadline to reduce tariffs to zero for all member countries.of the JIOR-

JOE AND INVESYMENT FACILITATION

2 of trade finance, regime,

ty, procedures, cestoms regulations, quarantine
ete,

HHEED

1it. ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
ving specific areas for ic and technical
Bulld$hg capacity for trade and investment cooperation

V. THADE AND INVESTMENT DIALOGUE

, without discrimination among Member States and
it prejudice to obligations under other regional
mic and trade cooperation arrangements;

)

5.7o gtrengthen cooperation and dialogue among Member
State} in international fora on global economic issues,and,
wherd desirable, to develop shared strategies and take
comrfon positions in the international fora on issues of
mutupl interest:and

6.To fJromote cooperation in development of human
resoufces,

ancql developrment of the cegion and of the Member Pt =nd to create commeon ground for
regiond ceonomic coopera

17 ictus o th 1 i on which provi o
recests and reap Towards this snd, to hmuhw i \mpltﬂ\cm
projech for tating to trads fa

fareign ivvestment, il exehy

a 1ons and sery " of
nfrastihicture and human resources, as faid down in the Work Progﬂmmcs of the Assaciation:

2Ta ity other areas of cooperstion s may be mutilly grecd:

to,and lower barri , freer and
enhanchd flaw of gasds, services investment and technology within the region:

3T edbfore ak possibilities snd avenuas for trade liberalzations with 3 view ts sugmenting and
diversifting trade flows smong Member States:

Atheody closcr linkages smong intituti ties and other
ofthe ffember States

Regufar ""':e:';isrz'tg:’:m'“"‘ officials, and partigularly through closer linkages among training
© ) instit@tions,universities and other specialised institutions of
the Member States.
7 n
|
( I}&LRC STRUCTURE/INSTITUTIONAL MECHANISMS
ng to ths Charter, the objectives of tho A he sustained growth and

éth_e OR-ARC combines officials, business and acadernics as
an irfegral part of its functioning in a unigue tripartite
stradture. It i a co-ordinated endeavour of Officials
{C5P),Academics (IORAG), and businesspeople (IORBF)
of thi member countries, ensuring that officials alone will
not e responsible for its functioning.

The ORBF and the IORAG have hoth been actively

i din ther ideration, formulation and

P n of the projects in the work programmes of
the EDOR-ARC,as well as the conceptualisation of the

ation itseffs
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cit of Ministers (COM)

highest authority of the Association rests with the Council
breign) Ministers {COM), which meets once every two

(or more often as mutually decided). The COM formulates
sreviews progress on co-operation, makes decisions on
hreas of co-operation and on the establishment of
addilional mechanisms or matters of general interest.
Con}mittee of Senior Officials (C50)

The Committee of Senior Officials (C$0} is composed of
goveknment officials of Member States. It meets as often as
mutkally decided (but at least once a year). it reviews the

i tom of the decisi talken by the COM, and, in co-
opeshtion with the IORBF and the [ORAG,

Estal )Ilshes priorities of ecenomic co-operation

D itors and c i work programmes
Mob}lises resources for financing work programmes.

The CSO submits periodic reports to the COM, and refers

polidy matters to the COM for its decision.

=T

lrE an Ccean Rim Business Forum {IORBF}
]

[Fhd IORBF may meet together with the COM {Council of
[hiBisters) and the €SO {Committee of Senior Official), or
as gften as mutually decided. It interacts with the CSO

ang the Secretariat in the consideration, formulation, and
imglementation of the policy and work programmes of
thgAssociation. The IORBF may draw upon other non-
goyernmental regional business netwerks, as necessary.
Thq IORBF was seen as part of a unique structure, created
as §n opportunity to build bridges and increase

nefworking between the three tiers within the region.

ndlan Ocean Rim Academic Group {IORAG)
Thq FORAG may meet together with the COM and the €SO, or as
Tl a5 mutually declded,lc mteracts with the CSO and the
iat in the ton,and i ion of
thefpolicy and work programmes of the Association. The IORAG may
v upon other non-governmental regionat academic networks, as
negessary.

Th§ IORAG was seen as part of a unique structure, created as an
optfortunity to build bridges and increase networking between the
thrfe tiers of government, private sector and academia, within the

faced by Universities worldwide, have

P by in the IORAG. This issue has featured at

all the mcetmgs of the IORAG, and they have consistently catled on

mefnber states to facilitate the participation by members of the
group.

it ghe first mooting of the IORAG En March 1957 in Mauritius, the IORAG
idegtified the follewing projects:

r and Associate Fellows in Indian Ocean Studies

Vi

g

T 5
£

Facilitation and Promotion (jointly with the JORBF)
Promotion Programme (fointly with IORBF)

L opment,Upgrading and management of Seaports: Maritime Transport
ance and Re-nsurance (jointly with IORBF)

han Resource Development Cooperation (jolntly with 1ORBF), and
fism promotion and Development.

At e second meeting in Mauritias in March 1998,as well as at the thind
mefting of the IORAG in Mozambigue in March 1999, a number of new
profects were added to the st At the fourth meeting of the IORAG in

ofamblque in Juty 2000, the mm.ngadcmmed a list of impediments,
matters, and by the COM.

Th latest meenng of the IORAG lcok phcelu Oman in April ZDDI
i ting, also in O)

ing the COM

acsfemicrojoct ava bm proposcd by IOR-ARC mcmhcrs,mcludmg.
of

tal Concrote

sm ctures by Polymem Mater{ais" (Iran} =..d “Cecation of a Customs Usion

g

r fhe North West of the indian Ocean™ (Iran).

king Group onTrade and Investment (WGTE)

he second biennial COM meeting in Mozambique in March 1992,
hflOR-ARC Mini agreed to a realisti focused, trade
anggi agenda.The basls !or this agenda wnuld be tmde
itation, trade liberals and

rder to proceed with this agenda, the Ministers adopted a
T ian for the i of aWorking Group onTrade and

The Inaugural meeting of the WGTI took place in Oman in January
2000.A second mecting of the WGTI took place againin Omanin
Apdil 200}, immediately prior to the COM meeting of April 2001,

I08-ARC CO-ORDINATING SECRETARIAT

Th§ IOR-ARC Charter determines that the Secretariat of the
asspeiation will coordinate, service and monitor the implementation
of golicy decisions and work programmes, as laid down.
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